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RINGKASAN

Pesatnya perkembangan dalam bidang uasaha dan perdagangan (jual
beli) pada saman modern ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala
sesuatu yang bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas perdagangan .
pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan
sisitem “booking transfer”, artinya pembayaran dengan jalan pemindahbukuan
dari satu rekening ke rekening yang lain. Didalam praktek sehari-hari proses
pcmindal';bukuan dana yang sudah terjamin pasti ada dananya seringkali
mengalami hambatan seperti diterbitkannya bilyet giro kosong. Menghadapi hal
yang demikian, mereka yang terlibat dalam bilyet giro tentunya merasa kecewa
dan tidak percaya lagi terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan
pemindahbukuan. Penulis merasa tertarik dan menuangkan dalam suatu bentuk
skripsi dengan judul : “AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO
DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN PADA RANK INDONESIA
CABANG JEMBER”

Adapun permasalahanya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan
penerbitan bilyet giro dalam praktek, apakah akibat hnkvmnya terhadap bilyet
giro kosong, dan kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro serta
bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet giro.

Tujuan penulisan secara khusus adalah untuk mengetahui prosedur
pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan bilyet giro, akibat hukum
pembayaran dengan bilyet giro kosong dan kandala-kendala dalam praktek
penerbitan bilyet giro, serta upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet
giro. "

Pendekatan masalah yang dipakai adalah normatif empiris, metode
pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan study kepustakaan, adapun
analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif sehingga tercapai kejelasan
masalah yang akan dibahas.
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Dalam prosedur pelaksanaan suatu bilyet giro haruslah memenuhi
persyaratan yang ditentukan. Pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual
berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak mendapatkan harga
pembayaran, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga pembelian
serta berhak mendapatkan barang. Dengan adanya bilyet giro kosong tersebut,
mengakibatkan pembeli dianggap wanprestasi ataupun melakukan penipuan
apabila rekening telah ditutup. Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro
kosong dalam perjanjian jual beli kayu yaitu kewajiban bagi pembeli selaku
debitur yang wanprestasi untuk melaksanakan atau memenuhi perjanjian dengan
disertai ganti rugi, sedangkan terhadap bilyet giro kosong karena rekening telah
ditutup maka akibat hukumnya selain melaksanakan atau memenuhi perjanjian
juga dapat dikenakan sanksi hukuman penjara selame-lamanyaz empat tahun.
Kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro yaitu adanya itikad tidak
baik oleh debitur serta bilyet giro tidak dapat diendossemen. Upaya penyelesaian
terhadap penyalahgunaan bilyet giro yaitu melalui upaya penyelesaian
administrasi, perdata dan pidana.

Agar pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan pembayaran berupa
bilyet giro dapat dilaksanakan dengan baik maka seharusnya pihak yang terikat
perjanjian melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi perjanjian. Untuk
menjamin kepastian hukum bag§ pengguna bilyet giro maka hendaknya peribal
bilyet giro diatur dalam suatu Undang-undang khusus dan pelaku penerbit bilyet
giro kosong harus ditindak tegas agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan
yang akan merugikan pihak lain. Terhadap kreditur yang akan menerima bilyet
giro dari debitur seharusnya ada suatu kepastian mengenai kepercayaan yang
tertanam dalam diri kreditur karena hal ini berkaitan dengan itikad seseorang
dalam pelaksanaan jual beli. Dalam ketentuan bilyet giro perlu adanya ketentuan
secara nyata mengenai tindak pidana penipuan seperti nalnya penunjukan pasal
378 KUHP serta penunjukan pada perbuatan wanprestasi seperti halnya pada
pasal 1365 KUHperdata. Selain itu, untuk menghindari adanya penyélahgunaan
oleh pihak yang beritikat tidak baik yaitu peningkatan pengawasan dan efektifitas
oleh pihak bank dalam penertiban administrasinya.
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— —BAB+——
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan
pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional ini, dilaksanakan secara
terus menerus dalam program pembangunan jangka panjang untuk mencapai
tujuan nasional yaitu terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang adil dan
makmur serta merata, baik dari segi materiil maupun spirituil berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk usaha pemerintah
dibidang perekonomian dan perdagangan yaitu melakukan pengerahan dana
masyarakat yang sementara belum digunakan oleh pemiliknya melalui lembaga
keuangan guna diarahkan ke bidang-bidang dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara, TAP MPR NO. II/ MPR/ 1998 Bab IV/ huruf D butir 14, yang berbunyi,:

“...Pengerahan dana-dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga
keuangan, termasuk lembaga perbankan dan pasar modal, penerbitan surat
berharga dan jenis tabungan lainnya, sehingga peranan sumber dana
pembangunan meningkat. Pengembangan pasar modal agar tercapai
pemerataan pemilikan modal usaha disamping scbagai sumber pembiayaan
dalam negeri, selanjutnya perlu ditingkatkan efektifitas dan efisiensi lembaga-
lembaga keuangan”.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya berupa memberikan kredit-
kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan membuat
orang menginginkan segala sesuatu baik yang bersifat praktis dan aman,
khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini masih dirasa belum cukup
dengan menerbitkan surat wesel, surat sanggup dan surat cek yang dapat
diuangkan, karena masih ada kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak
berhak kemudian menguangkannya. Karena itu di kalangan para pedagang atau
pengusaha mencari jalan guna membatasi pembayaran dengan surat berharga yang
dapat divangkan, artinya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga,
tidak perlu divangkan, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak
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berhak dapat dibatasi. Di lain pihak pemerintah juga dapat mengatur volume
sirkulasi uang kartal di dalam masyarakat. Surat berharga yang dimaksud adalah
bilyet giro. Penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran dengan surat
berharga tidak kalah banyaknya jika dibandingkan dengan surat wesel maupun
surat cek.

Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidek diatur dalam KUHD,
yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam
lalu lintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur
dan memberi petunjuk cara penggunaan bilyet giro. Ketentuan tentang bilyet giro
diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/ UPG tanggal 4 juli 1995
tentang bilyet giro kosong melalui Surat Keputusan Dircksi Bank Indonesia No.
28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, yang mulai
berlaku sejak tanggal 1 November 1995 selanjutnya disebut SKBG. Surat
Keputusan Bank Indonesia ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No.
4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun
semakin meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarannya yang
terlihat dalam perputaran kliring. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan bilyet
giro telah memasyarakat. Pembayaran dengan penerbitan bilyet giro merupakan
pembayaran dengan sistem “booicing transfer” artinya pembayaran dengan jalan
pemindahbukuan dari suatu rekening ke rekening lainnya. Dengan demikian
peredaran bilyet giro itu hanya terbatas kepada mereka yang mempunyai rekening
giro di bank saja.

Di dalam praktek sehari-hari, proses pemindahbukuan dana dengan
mengunakan bilyet giro sering mengalami hambatan-hambatan seperti adanya
penolakan oleh bank tertarik terhaaap bilyet giro yang ditawarkan oleh pemegang.
Adapun alasan penolakan oleh bank tertarik ini disebabkan adanya karena dana
yang ada pada rekening penarik mencukupi untuk memenuhi amanat
pemindahbukuan ke rekening penerima atau rekening telah ditutup.

Perjanjian jual beli dengan pembayaran bilyet giro antara PT. Barito
Pacifik dengan PT. Handal Niaga menhadapi hambatan dalam pelaksanaannya.
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Hal ini dikarenakan PT. Barito Pacifik sebagai debitur telah wanprestasi dalam
membayar harga pembelian atas kayu dari PT. Handal Niaga dengan bilyet giro
kosong. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank,
namun dana pada rekening penarik kepada bank yang bersangkutan tidak cukup
untuk memenuhi perintah pemindahbukuan kedalam rekening pemegang bilyet
giro. Akibat hukum bilyet giro kosong yaitu kewajiban bagi debitur unuk
melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Selain adanya penarik wanprestasi hambatan lainnya dalam bilyet giro
kosong yaltu ditolaknya bilyet giro dikarenakan rekening penerbit telah ditutup.
Menghadapi hal yang demikian, mereka yang terlibat dalam bilyet giro tentunya
merasa kecewa dan timbul sifat kurang percaya terhadap bilyet giro sebagai alat
pembayaran pemindahbukuan dana.

Pengaturan bilyet giro tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHD
khususnya mengenai wesel dan cek. Syarat-syarat yuridis dan penggunaan wesel
dan cek sebagai alat pembayaran giral telah diatur dalam KUHD, sedangkan
Syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai pemindahbukuan dana
antar bank belum diatur dengan undang-undang. Untuk mengatasi hal inilah maka
Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/ 32/UPG/
tanggal 4 juli 1995 melalui Surat Keputusan Dircksi Bank Indonesia No.
28/32/KEP./DIR tanggal 4 juli. 1995 tentang Bilyet Giro. Berdasarkan uraian
yang telah dipaparkan di atas maka penulis terdorong untuk meneliti, kemudian
menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul : “AKIBAT HUKUM
PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN
PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER ”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari salah pengertian permasalahan dalam penulisan
skripsi ini maka perlu adanya suatu pembatasan ruang lingkup masalah, dengan
maksud agar pengumpulan, pengolahan dan penyajian datanya tidak terlalu luas
dan simpang siur sehingga didapatkan kesatuan arah dan arti.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka
batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yaitu termasuk dalam
ruang lingkup hukum perdata. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana
prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro dan akibat hukum penerbitan bilyet
giro serta kendala-kendala dalam praktek pengunaan bilyet giro berikut upaya
penyelesaian terhadap permasalahan dalam penerbitan bilyet giro. Dengan batas
ruang lingkup demikian semoga tidak mengurangi arti dan nilai hasil penelitian
ini sebagai karya ilmiah.

1.3 Rumusan Masalah

Deri uraian latar belakang dan ruang lingkup tersebut diatas, dapat ditarik

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro ?

2. Apakah akibat hukum penerbitan bilyet giro ?

3. Apakah kendala-kendala dalam praktek pengunaan bilyet giro ?

4. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyalagunaan bilyet giro dalam
praktek ?

1.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan yang bersifat ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu,
seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok
yaitu meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna menGapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh
selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran didalam

pemahaman di bidang hukum,
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan ’bilyet giro yang
dikeluarkan oleh bank umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penerbitan bilyet giro.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam praktek penggunaan bilyet giro
4. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap penyalagunaan bilyet giro

dalam penggunaannya.

1.5 Metode Penulisan
Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan,

metode 1m dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis
dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati
kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai
berikut:
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode yunidis normatif didukung data empiris. Metode yuridis normatif adalah
pendekatan masalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang
diangkat dalam masalah yang diangkat dalam skripsi ini, literatur, pendapat-
pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan ilmiah. Selain itu didukung
dengan mengunakan data yang didapat langsung dari penelitian di lapangan
(Hadikusuma, 1995:15).
1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat
menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan
2 (dua) sumber data, antara lain :
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a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh
peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama yang belum
diolah dan belum diuraikan orang lain. Data primer ini mengandung data aktual
yang didapat dari penelitian lapangan dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak
yang terkait (Hadikusuma, 1995:65). Dalam skripsi ini data primer diperoleh
langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang
terkait yaitu pihak Bank Indonesia Cabang Jember.
b. Sumber data sekunder

Smber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dan
penelitian dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan
orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang
biasa disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti  (Hadikusuma,
1995:65).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode untuk
mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun metode vang dipakai penulis untuk
memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut -
1. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari
lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui
pengamatan dan tanya jawab (wawancara) secara langsung serta meminta
dokumen-dokumen penunjang kepada pthak vang terkait di Bank Indonesia
Cabang Jember.
2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori,
pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok
permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa buku-buku literatur, peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berkait dengan permasalahan sebagai
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bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas

dalam penulisan skripsi in:.

1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data tersebut diperoleh kemudian disusun secara kronologis,
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif
adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai
apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut
mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan
sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis
buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hadikusuma, 1995:164).
Kemudian cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu
metode penarikan kesimpulan yang dimulai dan hal-hal yang bersifat umum
menuju hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini
diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai

permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai.
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

PT. Barito Pacifik Timber Banjarmasin sebagai nasabah mengadakan
perjanjian penyimpanan dengan Bank Mandiri (Persero) Banjarmasin Kalimantan
Selatan dalam bentuk rekening giro. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa
pengambilan dana dilakukan dengan cek dan bilyet giro. Di lain pihak pada 7
Pebruari 2002, PT. Barito Pacifik Timber yang merupakan anak dari perusahaan
yang sudah go-publik di Bursa Efek Jakarta mengadakan perjanjian pembelian
kayu dengan PT. Handal Niaga Banjarmasin senilai Rp 400.000.000, 00 (empat
ratus juta rupiah). Pembayaran keduabelah pihak disepakati mempergunakan
bilyet giro yang diterbitkan pada saat itu juga dengan tanggal efektif 17 Pebruari
2002.

Pada tanggal 17 Pebruari 2002 PT. Handal Niaga menunjukkan bilyet
giro yang diterimanya dari PT. Barito Pacifik Timber ke Bank Madndiri
Banjarmasin dengan harapan sejurhlah dana yang tertera dalam bilyet giro dapat
dipindahbukukan ke dalam rekeningnya. Akan tetapi setelah bilyet giro
ditunjukkan, oleh Bank Mandiri ditolak atau dikembalikan kepada perusahaan
tersebut. Penolakkan tersebut dilakukan setelah bank menerima bilyet giro dan
kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap saldo rekening PT. Barito Pacifik
Timber yang ternyata dana dalam rekening perusahaan tersebut tidak mencukupi
untuk memenuhi sejumlah amanat yang tertulis di dalamn bilyet giro tersebut.
Dalam hal ini dinamakan bilyet giro kosong.

Terhadap bilyet giro kosong yang ditolak dan dikembalikan oleh Bank .
Mandiri Banjarmasin untuk diselesaikan dengan PT. Barito Pacifik Timber
- disertai dengan surat penolakkan dan peringatan untuk disampaikan kepada
penerbitnya. PT. Handal Niaga sudah beberapa kali mengadukan masalah ini
kepada pihak perusahaan yang telah mengeluarkan bilyet giro itu tetapi tidak
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ditanggapi sehingga dilaporkan kepada kepolisian setempat dan KONSTAN
sebagal suatu lembaga pemantau korupsi nasional.

Berdasarkan keterangan dari Komite Pemantau Korupsi Nasional
(Konstan), PT. Barito Pacifik Timber telah menerbitkan bilyet giro kosong
sebanyak empat lembar senilai Rp 1.200.000.000, 00 (satu milliar dua ratus juta
rupiah). Keterangan ini disertai dengan bukti berupa empat bilyet giro kosong
yang dipastikan sebagai milik PT. Barito Pacifik Timber yang beralamatkan di
Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dari keterangan dan bukti yang telah ada pihak Komite Pemantau
Korupsi  Nasional (Konstan), mengisyaratkan masyarakat perkayuan di
Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk berhati-hati menerima bilyet giro kosong
yang diterbitkan oleh PT. Barito Pacifik Timber karena banyak yang tidak punya
nilai atau kosong.

(Sumber : Harian Suara Pembaharuan, 26 Oktober 2002).

2.2. Dasar Hukum
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NO. 11/ MPR/ 1998 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Pasal 1313 .
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,
b. Pasal 1320
Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membue:t suatu perikatan
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal,
c. Pasal 1238
Si berhutang adalah lalaj apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika
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ini menerapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang akan ditentukan.

d. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya.

e. Pasal 1251

Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga,
baik karena suatu permintaan di muka pengadilan maupun karena suatu
persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai
bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

f. Pasal 1457

Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan.

g. Pasal 1458

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah
orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan
harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum
dibayar.

h. Pasal 1459

Hak milik atas barang-barang yang dijual adalah berpindah kepada si pembeli,
selama penyerahanya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.

1. Pasal 1267 .

Pihak terhadap siapa perikatan dapat memilih apakah ia, Jika hal iti masih
dapat dilakukan akan memaksa pihsk yang lain untuk memenuhi pesrsetujuan,
ataukan ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya,

kerugian dan bunga.
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Contoh:

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B yang melahirkan hubungan

hukum antara dengan B. apabila dalam perjanjian itu masing-masing pihak

telah memenuhi kewajibanya maka saat itu hubungan hukum menjadi hilang.
¢) Sanksi-apabila melakukan tindakan melawan hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbutan
hukum yang dilakukan olek subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akiba-
akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertertu yang oleh hukum
yang bef3angkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagi hukum. (Halim,
1983: 31).

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak
dan kewajiban lebih lanjut bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Akibat
hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh
subyek hukum terhadap obyek hukum.
Misalnya: Segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh antara para pihak
tertentu. Dengan telah diadakan suatu perjanjian maka berarti telah lahir suatu
akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan dalam menepati isi
perjanjian ‘
2. Akibat hukum yang timbul karena adanya kcjadian-kcjadian tertentu yang
oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah diakui atau dianggap sebagai
akibat hukum. '
Misalnya keadaan darurat yang telah terjadi yang melibatkan hukum terpaksa
membenarkan para subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum
tertentu yang dianggap perlu untuk megatasi atau menghadapi keadaan darurat

tersebut meskipun dalam keadaan-keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut
mungkin terlarang oleh hukum.
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Contoh:

- Dalam kedaan kebakaran dimana seseorang telah terkepung api maka orang
tersebut boleh saja merusak atau menjebol tembok , pintu, jendela, atau apa saja
untuk jalan keluar baginya dalam menyelamatkan diri

- Dalam keadaan terpaksa demi keselamatan dirinya seseorang oleh hukum dapat
dibenarkan terlebih dahulu untuk membunuh orang lain sebelum orang lain itu
membunuhnya (Halim, 1983: 181).

B. Hubungan hukum antara pihak-pihak dalam penggunaan bilyet giro
a. Hubungan hukum antara penerbit dengan Bank

Penerbitan surat berharga umumnya khususnya bilyet giro, hal ini
didasarkan kepada latar belakang tertentu yaitu karena adanya suatu perikatan
dasar antara penerbit dengan pemegang bilyet giro itu. Didalam perikatan dasar
itu pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah berfungsi sebagai kreditur,
Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tertarik pada
siapa ia mempunyai fonds atau dana.

Di dalam hubungan hukum antara penerbit dengan bank, terdapat hak
dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, Hubungan hukum
antara keduanya tersebut tersebut, penerbit sebagai pihak yang menyimpan fond
atau dana untuk kepentingannya” Karena tertarik itu biasanya suatu bankir, maka
Jelaslah penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang bersangkutan, yang
didalam rekening tersebut tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat
diambil dengan menerbitkan sepucuk surat bilyet giro (Imam Prayogo
Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 313).

Dalam rekening koran bank, pihak bank membukukan perhitungan harian
tentang pengambilan dan setoran dari pemegang rekening koran ke dalam buku
tertentu. Rekening didebetkan bagi pengambilan sedangkan dikreditkan bagi
setoran. Akibat hubungan rekening koran tersebut saldo yang dapat ditagih yang
berarti saldo debet merupakan tagihan untuk keuntungan bank sedangkan saldo
kredit merupakan tagihan untuk keuntungan pemegang ‘.-rekening koran
(Badrulzaman, 1978:21).
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b. Hubungan hukum antara Bank dengan penerima bilyet giro

Antara penerbit bilyet giro dengan bank mempunyai hubungan hukum
bersifat berdiri sendiri, yang berlainan sekali dengan hubungan hukum antara
penerbit dengan penerima bilyet giro itu. Hal ini berarti bahwa penerima bilyet

giro itu tidak perlu mengetahui tentang hubungan hukum yang terjadi antara

penerbit dengan bank yang bersangkutan, pada pokoknya pemegang akan
mendapatkan suatu jaminan apabila ia menunjukan bilyet giro itu dalam tenggang
waktu yang ditetapkan, maka ia akan memperoleh pembayaran dalam bentuk
peminddhbukuan sejumlah dana tertentu (Imam Prayogo Suryohadibroto dan
Djoko Prakoso, 1995: 287).

Akan tetapi apabila terbukti penerima bilyet giro tidak dapat memperoleh
pembayaran dalam arti bank sebagai tertarik menolak melaksanakan amanat
pemindahbukuan dana, misalnya karena adanya pembatalan bilyet giro oleh
penerbit atau dana yang ada pada rekening penerbit tidak cukup untuk
melaksanakan pemindahbukuan, maka dalam hal yang demikian tanggung jawab
atas pemindahbukuan itu tetap ada pada pihak penerbit.

Apabila pihak penerbit dan penerima bilyet giro adalah nasabah bank
yang mempunyai simpanan giro dalam bentuk rekening giro pada suati bank yang
sama, maka dengan mudah amanat tersebut segera dapat dilakukan. Tetapi
adakalanya pihak penerima bilyet giro itu sebagai pemilik rekening giro di bank
yang lain, maka untuk menghindari kerhungkinan timbulhya bilyet giro agar tidak
jatuh ke pihak lain yang tidak mempliyai rekening gito di bank, diperlukan
pemindahbukuan lewat lembaga cleating. Lembaga cledring ini bergund dalam hal
pemindahbukuan antar bank. Artinlya bahk tertarik skén berhubungan dengan
bank nasabah si penerima melalui leribaga clearing ddlam kliring untuk
memperhitungkan bilyet giro itu.

Mengenai mekanisme dari pada clearing adaldh pada tiap-tiap hari kerja
setelah kas ditutup berkumpullah pegawai-pegawai bank bagian clearing dari
bank-bank anggota di dalam ruang clearing Bank Indonesia setempat. Tiap-tiap
pegawai tadi membawa daftar serta sampul-sampul yang berisi cek-cek, bilyet
giro dan wesel yang terdapat dalam penyetoran pagi itu dari bank-bank anggota
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masing-masing. Di sana diadakan pertukaran sampul-sampul dan pegawai tadi
kembali ke bank guna menyelesaikan cek-cek, bilyet giro ataupun wesel-wesel
yang diterima dari lain-lain bank anggota yang berasal dari penyetoran pagi itu.
Setelah hal itu selesai, pegawai-pegawai tadi kembali ke ruangan clearing Bank
Indonesia dan disanalah perhitungan berapa debet dan kredit terhadap bank
anggota lainnya. Debet yang ada pada bank lain harus diselesaikan pada hari itu
juga (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:318-3 19).

2.3.2 Peiigertian bilyet giro dan bilyet giro kosong

Selain membicarakan Bilyet giro dan bilyet giro kosong, terlebih dahulu
penulis membicarakan pengertian giro. Pengertian giro menurut Undang Undang
Nomor. 10/Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal | angka (6) menyatakan
bahwa, “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, serta perintah pembayaran lain atau dengan
pemindahbukuan”,

Dengan memahami pengertian giro diatas, dapat diambil definisi
mengenai bilyet giro. Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda)
artinya surat, dan giro berasal dari (bahasa Italia) artinya simpanan nasabah pada
bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek
atau dengan pemindahbukuan dana. Jadi bilyet giro itu adalah surat perintah
pemindahbukuan dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran
(Muhammmad, 1998:224),

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24
Januari 1972, menyatakan bahwa definisi dari bilyet giro adalah tidak lain dari
pada surat perintah nasabah yang sudah distandartisir bentuknya, kepada bank
penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dona dari rekening yang
bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang
sama atau kepada bank lainnya (Purwosujipto,2000: 278).

Namun ketentuan ity dengan telah diundangkannya Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor: 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 melalui Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia tahun 1995 tentang Bilyet Giro telah ada sedikit
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perubahan. Menurut ketentuan pasal 1 butir d Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.28/32/Kep/Dir/Tahun 1995 tentang Bilyet Giro menyatakan bahwa
definisi dari bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan
dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan
kepada pemegang yang disebutkan namanya (Muhammad,1998:224).

Menurut Soewondo (1995:8) memberikan definisi dari bilyet giro adalah
surat yang berharga yang bentuknya telah distandardisir oleh bank dan merupakan
perintah atau surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana nasabah
yang memiliki rekening giro pada bank itu, kepada pihak penerima yang disebut
atau tidak, pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Sedangkan menurut
Soesantyo Reksohadiprodjo, memberikan rumusan dari bilyet giro adalah alat
untuk melunasi hutang piutang dengan melalui clearing,

Sedang menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso
(1995:278) menyatakan bahwa bilyet giro adalah suatu surat perintah
pemindahbukuan tanpa Syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang
mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank dimana
penerbit mempunyai rekening giro) atau dengan permintaan sejumlah dana
disediakan untuk pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam bilyet
giro. F
Menurut rumusan yang diberikan oleh Murni sumarni (2000:126) bahwa
definisi dari bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank sebagali
penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang
bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang
sama atau pada bank lainnya.

Berdasarkan definisi bilyeE giro tersebut dapat dilihat bahwa terdapat
beberapa unsur-unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Nasabah yaitu orang atau badan yang memiliki rekening pada bank.

2. Penarik atau penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan
sejumlah dana atas rekeningnya.

3. Bank penyimpan dana yaitu bank dimana nasabah mempunyai rekening.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

dilakukan. Dengan demikian bilyet giro tidak dapat bermanfaat Jika jatuh ke
tangan orang yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dipindahtangankan melalui
endosemen.
Adapun fungsi dari bilyet giro adalah -
1. Sebagai alat memindahbukukan dana yang ada di bank pada pihak lain.
2. Sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban (utang) langsung pada pihak yang
berhak ienerima pembayaran (tidak dapat diwakilkan) inelalui bank. .|

3. Sebagai' salah satu alat yang dapat menyelesaikan hutang yang terjadi dalam

lalu lintas perdagangan (Djoko Prakoso dan Imam prayogo Suryohadikusuma,
1995:8).

Adapun pengertian bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan
kepada bank, namun dana pada rekening penarik kepada bank yang bersangkutan
tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan ke dalam rekening
pemegang bilyet giro.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juli
2000 melalui SKBI No. 2/ 10/Kep/Dir Tahun 1995 menyatakan bahwa, cek atau
bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang ditujukan dan ditolak oleh
tertarik untuk tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik
karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Bentuk bilyet giro ~

Surat bilyet giro termasuk dalam surat tagihan hutang yang berupa
perintah untuk membayar untuk memindahbukukan dana. Dengan demikian
dalam hubungan bilyet giro, terjadi hubungan hukum segl tiga antara penerbit dan
pemegang, antara penerbit dan bankir, antara pemgang dan bankir. Perhatikanlah
bentuk surat bilyet giro berikut ini.

:?t;:'rmo PRRMATIAN, BILYTT GIRO BANK
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4. Tertarik atau tersangkut yaitu bank penyimpan dana yang menerima perintah
pemindahbukuan.

5. Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank.

6. Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara menerima perintah
pemindahbukuan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang.

7. Pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan sebagaimana
diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.

8. Bank penerima yaitu bank menatausahakan rekening bank. (Muhammmad,
19981225)

Dari pengertian bilyet giro tersebut, dengan jelas dapat kita ketahui
bahwa pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro adalah dengan
pemindahbukuan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat
dilakukan dengan uang tunai. Pembayaran dengan cara ini lazim dikenal dengan
pembayaran secara giral. Pembayaran suatu transaksi perdagangan dipandang
sudah lunas atau selesai bilamana pemindahbukuan yang dimaksud sudah selesaj :
dilaksanakan oleh bank (Simanjuntak, 1982:12).

Bilyet giro adalah suatu surat pemindahbukuan tanpa syarat yang
dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang memiliki rekening giro) kepada
pemegang atau penerima dana yang hamanya tercantum dalam bilyet giro.
Apabila rekening giro dari masing-masing pihak berada pada bank yang berlainan
atau berbeda, maka pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilaksanakan
melalui clearing artinya bank tertarik akan berhubungan dengan nasabah si
penerima melaui lembaga kliring secara kliring atau merapertunjukkan warkat
bilyet giro,

Dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro pihak penerbit atau
penarik adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro dan merupakan
pihak yang harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Sedangkan pihak
tertarik atau tersangkut adalah bank dimana penerbit (penarik) mempunyai
rekening giro. Pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah nasabah bank
Juga, baik bank yang sama ataupun bank yang lain. Karena sama-sama nasabah
bank pembayaran berupa pemindahbukuan dengan menggunakan bilyet giro dapat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Dalam teks surat bilyet giro seperti tersebut di atas ini, Bank Duta adalah
bankir yang menguasai dana, yang berposisi sebagai tersangkut. Dibagian kanan
bawah adalah penerbit yang menandatangani surat bilyet giro itu. Jika penerbit itu
perusahaan atau instansi, selain tanda tangan perlu juga dibubuhi cap atau
stempel. Di bagian kiri atas tertera nomor seri surat bilyet giro, nomor seri mana
telah ditetapkan dan dicetak oleh bankir. Nomor seri ini, sebagai kontrol bagi
bankir apakah berlaku surat bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana
sudah diferbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika sudah
diterbitkan sebagaimana mestinya mudah diketahui dana yan g tersisa,

Tenggang Waktu
Definisi tenggang waktu menurut Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro adalah jangka waktu yang
disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk memenuhi pelaksanaan perintah
dalam bilyet giro kepada tertarik. tenggang waktu penawaran bilyet giro
ditetapkan 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya. Maksud
dengan ditetapkannya tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari tersebut adalah agar
amanat atau perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus menerus yang akan
menyulitkan administrasi instansinya. Bilyet giro mempunyal dua macam tanggal,
yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Antara tanggal penerbitan dengan
tanggal efektif terdapat tenggang waktu dimana penerbit diberi kesempatan untuk
mengusahakan dana guna membayar dengan pemindahbukuan.
Pada bilyet giro dikenal 2 (dua) macam tenggang waktu :
1. Tenggang waktu dari tanggal penarikan sampai tanggal efektif.
Dalam tenggang waktu pertama, penarik diberi kesempatan untuk
mempersiapkan dana guna mc;mbayar bilyet giro dengan pemindahbukuan,
Bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan kepada bank tertarik.
2. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhimya tenggang waktu 70
hari.
Dalam tenggang waktu ini, setiap saat pemegang dapat menawarkan kepada
bank tertarik dan bank ini harus menerima untuk pemindahbukuan, kecuali
Jika untuk bilyet giro tersebut tidak tersedia dana yang cukup atau kosong.
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Pembatalan bilyet giro

Pembatalan menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso
(184:304) mengatakan, bahwa definisi dari pembatalan adalah penarikan kembali
bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau
pemegangnya, atau dengan perkataan lain, penarikan kembali perintah
pemindahbukuan dana dari penerbit kepada bank. Salah satu faktor yang
mendorong digunakannya bilyet giro ini adalah dapat dibatalkan, selama amanat
di dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank bersangkutan setelah tenggang
waktu penawaran berakhir.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 angka (1) dan (2) Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 yang berbunyi
sebagai berikut :

1) * penarik tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu
penawaran”

2) “pembatalan bilyet giro sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah
tanggal berakhimya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat
pembatalan, yang hanya ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan;

a. nomor bilyet giro
b. tanggal penarikan
¢. Jumlah dana yang dipindahkan.

Menurut ketentuan tersebut penarikan bilyet giro hanya hanya dapat dilaksanakan

apabila melewati tenggang waku penawaran dan saat bank menerima

pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalam bilyet giro
belum dilaksanakan.

Pembatalan bilyet giro yang ditetapkan dalam pasal 7 SKBG berarti
bahwea pembatalan perintah pemindahbukuan atas sejumlah uang yang tercantum
di atas. Bilyet giro ditarik kembali oleh penerbit sehingga bagi tertarik bank tidak
ada lagi kewajiban membayar di dalam hubungan hukum yang ada antara bank
dan penerbit. Penerbit bilyet giro bertanggung jawab atas kerugian vang diderita
pemegang atau penerima, yang timbul karena itikad tidak baik dalam pembatalan
bilyet giro.
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Perbedaan dan Persamaan Antara Bilyet Giro Dengan Cek

Sebagai surat pemindahbukuan bilyet giro tidak dapat dilakukan
pembayaran dengan uang tunai. Dalam hal ini ada persamaan dengan surat cek
untuk perhitungan yang tidak dibayar dengan uang tunai, karena surat cek unituk
perhitungan adalah pembayaran pemindahbukuan.

Walaupun kedua-duanya alat pembayaran dengan pemindahbukuan, dua
surat tersebut mempunyai sifat berlainan. Surat cek untuk perhitungan bersifat alat
pembayaran tunai, schingga setiap saat dapat diperlihatkan untuk dipindah-
bukukan dan dapat dipindahtangankan melalui endosemen. Pada surat cek untuk
perhitungan hanya dikenal satu tanggal penerbitan cek. Bilyet giro mempunyai
dua macam tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif,
karenanya sebelum tanggal efektif tiba, ia sudah dapat diedarkan sebagai alat
pembayaran kredit. Tetapi bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui
endosemen karena di dalamnya tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara
pemindahannya.

Adapun persamaan bilyet giro dengan cek adalah :

a. Keduanya mempunyai pengertian perinfah tak bersyarat.

b. Keduanya mempunyai pihak tertarik yaitu bank.

¢. Keduanya mempunyai masa tenggang waktu pembayaran selama 70 hari,
terhitung sejak tanggal penarikkan.

Bilaman ada persamaan antara bilyet giro dengan cek, maka pada sisi
lain ada pula perbedaanya. Perbedaan tersebut diambil dari pokok-pokok kriteria
yang melekat pada masing-masing watkat tersebut. Adapun perbedaan prinsip
antara cek dan bilyet giro antara lain sebagai berikut :

No  Perbedaan Bilyet Giro Cek
I Dasar hukum  SEBI No. 4/670/UPB/PbB Pasal 178 KUHD
2 Pembayaran Pemindahbukuan dana Secara tunai
3 Penanggalan Ada dua macam : Ada satu macam yaitu
1. Tanggal penarikkan tanggal penarikan
2. Tanggal efektif s

4  Sifat warkat Sebagai alat kredit Sebagai alat bayar
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5  Pengalihan Tidak dapat diendosemenkan Dapat diendosemenkan

6 Syaratformal Ada 9 syarat Ada 6 syarat

7 - Penyerahan Bilyet giro dapat diserahkan Cek tidak dapat diuangkan
kepada bank sebelum tanggal (diserahkan kepada bank)
efektif (jika tanggal efektif lebih  sebelum tanggal penerbitan.
muda umumnya dari tanggal

penerbitan)

(Achmad Anwari, 1981:54).
2.3.3 Pengertian Surat Berharga

Definisi surat berharga tidak disebutkan dalam suatu pasal tersediri
didalam KUHD ataupun dalam KUHPerdata. Menurut istilah dan terjemahan
asalinya dalam bahasa belanda “waarde papier”, di negara anglo saxon dikenal
dengan istilah negotiable instruments yang dapat diartikan surat berharga.
Menurut memori penjelasan (MvT) yang diberikan oleh van de felt, bahwa yang
dimaksudkan dengan surat berharga adalah surat-suraf yang pemilikannya
diperlukan untuk melaksanakan hak yang ada di dalamnya telah melekat dengan
hak yang bersangkutan, walaupun pelaksanaan hak itu tidak harus semata-mata
prestasi yang berwujud pembayaran uang misalnya konoscmen dan ceel ( Imam
Prayogo Suryo hadibroto dan Djéko Prakoso, 1995 3)

Menurut Muhammad (1998:5) memberikan definisi surat berharga adalah
surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan
suatu prestasi, yang berupa pemindahbukuan dana, tetapi pembayaran itu tidak
dilakukan dengan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat
bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepad apihak
ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang
surat tersebut.

Sedang menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso
(1995:7) menyatakan bahwa definisi dari surat berharga adalah surat yang
didasarkan seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang
merupakan pembayaran sejumlah harga vang. Namun pembayaran tersebut tidak
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dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat
pembayaran yang lain, yaitu berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan
atau penntah kepada pihak ketiga, atau pemyataan sanggup untuk membayar
sejumlah vang kepada pemegang tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelas kiranya betapa crat hubungan
surat berharga dengan hal yang tersimpul di dalamnya. Sedangkan hal yang
tersimpul di dalamnya baik itu berupa pembayaran berupa pemindahbukuan dana
ataupun penyerahan barang-barang, hanya mungkin sekiranya ada utang yang
terjadi dalam hubungan antara para pihak yaitu hubungan pribadi perdata yang
sering dikenal dengan nama “perikatan dasar” (Imam Prayogo Suryohadibroto dan
Djoko Prakoso, 1995:7).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat berharga
mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

I. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).

2. Sebagai alat untuk memindahbukukan hak tagih (diperjualbelikan dengan
mudah) atau

3. Sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi (Muhammad, 1998:6).

Sedangkan tujuan penerbitan surat berharga itu sendiri adalzh sebagai pemenuhan

prestasi berupa pembayaran uang.

Perbedaan antara surat berharga dengan surat yang berharga terletak pada
bahwa surat berharga adalah surat yang diterbitkan sebagai pemenuhan prestasi
berupa pembayaran sejumlah uang. Seldin itu surat ini merupakan bukti hak tagih
yang dapat dipindahtangankan. Sedangkan surat yang berharga adalah surat yang
diterbitkaﬁ bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang,
melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas
apa yang tersebut di dalamnya. Sirat inni Juga tidak dapat diperjualbelikan bukan
untuk pembayaran (Muhammad, 1998:6).

2.3.4 Pengertian Pem bayaran
Pengertian pembayaran yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah

pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan
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paksain atau eksekusi (Subekti, 1993:152). Pembayaran diatur dalam Pasal 137
s.d Pasal 141 KUHD. Yang dimaksud dengan pembayaran adalah penyerahan
sejumlah uang yang disebutkan dalam surat bilyet giro oleh tersangkut kepada
pemegang bilyet giro sebagai pemenuhan prestasi (Muharnmad, 1998: 107).

Ditinjau dari sifat hukumnya dalam bilyet giro, pembayaran adalah cara
yang terutama untuk nantinga akan melaksanakan suatu perjanjian yang
bersumber dari bilyet giro. Sebagai surat perintah pemindahbukuan dana, bilyet
giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai. Pembayaran
adalah +tujuan akhir dari penerbitan surat berharga. Pembayaran dengan
penyerahan surat bilyet giro kepada penerima (pemegang) dalam taraf penyerahan
dokumen pembayaran yang diatur dan diakui dalam hukum surat-surat berharga.

Pemegang akan mendapatkan pembayaran, berupa pemindahbukuan dana
apabila ia datang kepada tersangkut atau bankir pada tenggang waktu penawaran
dengan menyerahkan surat bilyet giro, dan tersangkut melakukan
pemindahbukuan dana dari rekening penerbit kepada rekening penerima, selama
dana yang terdapat dalan rekening penerima memenuhi amanat dalam bilyet giro.
Dengan pembayaran yang dilakukan oleh tersangkut, berakhirlah perjanjian surat
bilyet giro. Atas dasar ini pula surat bilyet giro disebut dengan alat
pemindahbukuan dana (booking transfer).

Cara Pembayaran =

Untuk memperoleh pembayaran, pemegang surat bilyet glro harus
menunjukkan kepada tersangkut pada saat tenggang waktu penawarati ('Pasal 1
huruf (i) SKBI No. 28/32/Kep/Dir/Tahun  1995). Agar dapat dlmmtakan
pembayaran kepada bank pemegang haruis memiliki rekening giro pada bank yang
sama atau bank lain.

Didalam paktek pembayarin dengan mengguﬁakan bilyet giro kurat
bilyet giro yang telah dipindahbukuikan terhadap sufat tersebut dikuasai oleh
tersangkut dengan dibubuhi tulisan lunas atau kata-kdta yang maksudnya sama
dan ditandatangani oleh pemegang yang menerima pemindahbukuan, Surat bilyet
giro itu berlaku sebagai alat bukti bahwa tersangkut telah membayar surat bilyet
giro itu melalui pemindahbukuan dana.
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2.3.5 pengertian wanprestasi

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam
setiap perikatan dan merupakan isi dari perikatan. Menurut pasal 1234
KUHPerdata menyatakan bahwa, “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perikatan untuk memberikan sesuatu, wujud prestasinya berupa
kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur. Kewajiban
untuk memberikan sesuatu tidak harus berupa penyerahan untuk dimiliki oleh
yang menerima. Prestasi untuk berbuat sesuatu maksudnya adalah melakukan
perbuatan tertentu yang telah disepakati sesuai dengan isi perianjian. Di dalam
melakukan perjanjian tersebut, debitur akan bertindak sebagaimana dimaksudkarn
dan tertuang dalam perjanjian. Di dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
prestasinya bukan sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Di dalam
perjanjian dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya maka ia dapat
dikatakan wanprestasi (J. Satrio, 1991:50-122).

Di dalam wanprestasi atau kelalaian seorang dcbitur, pasal 1238
KUHPerdata menyatakan sebagai berikut “si berhutang adalah lalai, apabila ia
dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yaﬁg ditentukan” Menurut ketentuan pasal tersebut
debitur dikatakan lalai baik karena adanya teguran atau peringatan dari kreditur
maupun dari ketentuan isi dari perjanjiar, di dalam ténggang waktu pelaksanaan
pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut keterituan Pasal 1238 KUHPerdata,
debitur dikatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak
ditentukan dalam perjanjian maka debitur perlu diperingatkan secara tertulis
dengan surat perintah atau akta sejenis itu dalam surat perintah atau akta mana
ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu vang disebutkan harus
memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan lalai atau
wanprestasi. Secara umum para sarjana mengelompokkan alasan debitur tidak

dapat memenuhi kewajibannya dalam dua kelompok, yaitu pertama karena


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

késcngajaan atau kelalaian debitur (ada unsur kesalahan), kedua karena debitur
menghadapi keadaan memaksa (J. Satrio, 1991 :100).

Pertama karena adanya kesalahan pada diri debitur. Dalam hal ini debitur
dinyatakan bersalah apabila ia dapat menghindarkan kerugian dan timbulnya
kerugian itu dapat dipersalahkan. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya bila
ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiva yang merugikan itu pada
diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesengajaan dianggap ada
apabila kerugian itu memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian
adalah peristiwa yang seharusnya debitur tahu dan patut menduga bahwa dengan
sikap atau perbuatan yang diambilnya akan timbul kerugian.

Kedua karena debitur menghadapi keadaan memaksa (overmacht).
Overmacht adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi
yang telah dijanjikan. Oleh karenanya suatu keadaan yang tidak dapat diduga atau
diketahui terlebih dahulu dan debitur tidak dapat dipersalahkan.

Wanprestasi debitur dapat terjadi dalam 3 wujud, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi.
Dalam hal ini debitur tidak memberikan prestasi, hal ini bisa disebabkan
karena debitur tidak mau berprestasi atau tidak mungkin lagi berprestasi.

2. Debitur keliru berprestasi.
Débitur dalam pikirannya” telah memberikan prestasinya, tetapi dalam
kenyataan yang diterima kreditur lain dengan apa yang diperjanjikan.

3. Debitur terlambat berprestasi.
Debitur berprestasi, obyek prestasi betul tetapi tidak sebagaimana yang
diperjanjikan.

Bentuk wanprestasi lainnya :

a. Tidak melakukan apa yang d{sanggupi akan dilakukan.

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan.

¢. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut persetujuan tidak boleh dilakukan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak dipenuhi
kewajiban tersebut karena ada unsur salah dari debitur maka kreditur dapat
menuntut : ;

a. Bahwa sejak debitur lalai maka resiko atas obyek perikatan menjadi
tanggungan debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata.

b. Karena perjanjian itu merupakan timbal balik maka berdasarkan pasal 1366
KUHPerdata kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan atau
tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Dalam penerbitan bilyet giro apabila debitur lalai untuk melaksanakan
kewajibannya yaitu tersedianya dana pada saldo debitur minimal sebesar sejumlah
dana yang tercantum dalam lembaran bilyet giro yang diterbitkannya. Terhadap
debitur berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdata berkewajiban mengganti kerugian
sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditur. Sedangkan berdasarkan
Pasal 1237 KUHPerdata yaitu kreditur dapat membatalkan perjanjian pokok atau
perikatan yan menjadi dasar diterbitkannya bilyet giro.

2.3.6 Faktor pendorong digunakannya bilyet giro

bilyet giro sebagai alat pembayaran giral didalam pelaksanaannya
memiliki beberapa faktor yang mendorong schingga para nasabah bank banyak
yang menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindahbuakuan dengan
“booking transfer”, diantaranya yaitu:
1. Aman

Seandainya terjadi kehilangan atau pencurian, bilyet giro yang telah diisi
lengkap nama dan bank penerima dana tidak dapat digunakan oleh orang lain.
Selain itu tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahkan secara
endoseman ataupun penyerahan nyata dari tangan ke tangan, kecuali penyerahan
penerbit kepada pemegang pertama atau penerima. Dengan demikian berarti
penggunaan bilyet giro lebih aman.
2. Kewajiban penyediaan dana

Pada bilyet giro penyediaan dana oleh penerbit, baru timbul pada saat
tanggal eféktifnya tiba. Sebelum itu masih ada kesempatan bagi penerbit untuk
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mencari dana sedangkan bilyet gironya sudah beredar sebagai alat bayar
pemindanbukuan. Pengajuan bilyet giro sebelum tanggal cfektif akan ditolak oleh
bank tanpa memperhatikan apakah dananya itu cukup atau tidak.

3. Sampai pada tujuan

Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat beredar lagi
dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah di pindahbukukan
kedalam rekening orang yang ditujunya.
4. Dapat dibatalkan

Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang
bersangkutan, dan telah melewati tenggang waktu penawaran maka bilyet giro
tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang
sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan administrasi penerbit
maupun perbankan sendiri.
5. Anjuran Bank Indonesia

Demi pengaruhnya terhadap uang kartal, Bank Indonesia menganjurkan
kepada para nasabah atau Bank atau pemilik rekening giro di Bank agar supaya
selain menggunakan surat cek juga menggunakan Bilyet giro yaitu alat bayar

dengan cara pemindahbukuan.
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PEMBAHASAN

3.1 Prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro

Prosedur pelaksanaan yang dimaksud disini adalah proses dan
pelaksanaan pembayaran bilyet giro dalam perjanjian jual beli atau perjanjian
piutang antara debitur dengan kreditur. Dalam mengadakan suatu perjanjian
tersebut sudah tentu harus memenuhi Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal
1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan, suatn hal tertentu
dan sebab yang halal.

Apabila kita memperhatikan dengan adanya perjanjian itu maka
disepakati pula bahwa bagi yang berkewajiban melaksanakan pembayaran dapat
membayar dengan cara lain yaitu tidak berupa uang tunai melainkan dengan bilyet
giro. Bilyet giro merupakan alat pembayaran giral yang dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari pemilik rekening kepada penerima bilyet giro. Bilyet
giro yang diterima oleh pemegangnya dibawa untuk ditunjukan sesuai dengan
tanggal yang tercantum kepada pihak ketiga (bank perhelihara rekening penerbit)
guna memperoleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian.

Di dalam penggunaan bilyet giro terdapat suatu tanggal efektif dengan
maksud agar pemindahbukuan dana pada tanggal yang ditetapkan pemberian
tanggal efektif itu atas dasar kesepakatan antara debitur dengan kreditur.
Pemberian tanggal efektif pada suatu bilyet giro bergantung pada kedua belah
pihak karena hal ini berkaitan dengan kesempatan bagi penerbit untuk
menyediakan dana pada bank sesuai dengan tanggal vang akan ditulis pada bilyet
giro.

3.1.1 Syarat-syarat formal bilyet giro

Adapun suatu bilyet giro dapat berlaku dan dipindahbukukan dananya
oleh pihak bank harus memenuhi Syarat-syarat formal berdasarkan pasal 2 SKBI
No.28/32/Kep/Dir/Tahun 1995, diantaranya :

29
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a. Nama dan nomor bilyet giro yang bersangkutan.

Kalusula bilyet giro cukup dicantumkan pada formulir bilyet giro, tidak
perlu dicantumkan dalam teksnya. Dalam teks bilyet giro terdapat klausula
pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro itu hanya
boleh dilakukan dengan pemindahbukuan. Mengenai nomor seri setiap lembar
harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko
formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening giro) sudah
diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika blanko formulir ity
sudah hz;l;is, pemilik dana (rekening giro) dapat mengajukan permintaan blanko
formulir yang bary.

b. Nama bank tertarik

Nama bank tertarik (tersangkut) harus tercantum pada bilyet giro, hal ini
untuk menunjukkan bahwa penarik (penerbit) adalah nasabah bank tersebut
dimana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat ity berlaku. Demikian
pula tempat bank tertarik harus dicantumkan juga karena mungkin bank
tersangkut itu mempunyai beberapa kantor cabang, sehingga mudah diketahui
pada kantor cabang mana penarik itu mempunyai rekening giro.
¢. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

Perintah pemindahbukugn pada bilyet giro harus tanpa syarat artinya
pemindahbukuan itu tidak boleh diembel-embeli derigan syarat. Pada rekening
giro penarik yang memerintahkan pentindahbukuan itu hariis sudah tersedia saldo
dana yang cukup yaitu sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah yang
tertulis pada bilyet giro. Jika saldo dana yang tersedia itu tidak cukup, atau tidak
tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro itu disebut bilyet giro kosong.

d. Nama dan nomor rekening pemegang

Agar dana itu dapat dipindahkan maka nama dan nomor rekening
pemegang (penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyet giro tersebut. Hal ini
agar dapat diketahui apakah pemegang bilyet giro itu adaah nasabah bank tertarik
atau nasabah bank lain, Pemegang bilyet giro yang berhak atas pemindahbukuan
tidak dapat memindahkan bilyet gironya kepada pihak lain.
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€. Nama bank penerima

Bank penerima adalah bank yang menatausahaken rekening pemegang.
Bank penerima ini ada dua kemungkinan yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain.
Jika bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya terjadi antar rekening
nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank penerima itu bank lain, maka
pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank.
f.  Jumlah dana yang dipindahbukukan

Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baik dalam angka maupun
dalam huruf selengkap-lengkapnya. Pada bilyet giro ketentuan pasal 8 ayat (1)
SKBG menentukan, dalam hal terdapat perbedaan jumlah uang yang tertulis
dalam angka dan dalam huruf, maka yang berlaku adalah yang tertulis dalam
huruf karena kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit
dibandingkan dengan perubahan angka.
g Tempat dan tanggal penarikan

Tempat penarikanya biasanya juga tempat dilakukan pembayaran yaitu
penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penyebutan tanggal penarikan juga
penting sechubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan,
maka tanggal efektif adalah tanggal penerbitan. Selain itu tanggal penerbitan perlu
untuk menentukan apakah penarik ketika menandatangani bilyet giro berwenang
melakukan perbuatan hukum atau tidak.
h. Tanda tangan penarik

Tanda tangan penarik diikuti oleh nama jelds atau dilengkapi dengan cap
atau stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan
penarik adalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penarik terikat dengan
perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan
dasar antara penerbit dan pemegang bilyet giro). Tanda tangan selalu disertai
nama jelas penarik yang sama dengan ketika pembukaan rekening ditambah lagi
dengan stempel badan usaha jika penarik menjalankan perusahaan.
1. Tanggal efektif

Pada bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan
harus dalam tenggang waktu penawaran (Pasal 2 ayat (2) SKBG). Kata dapat
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menunjukkan bahwa tanggal efektif tidak mutlak harus dicantumkan. Jika
dicantumkan tanggal efektif harus dalam tenggang wakiu penawaran jika tidak
tanggal efektif sama dengan penarikkan (Muhammad, 1598: 182).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan ketua Akﬁntinw
Kliring tanggal 6 November 2002 Bank Indonesia cabang Jember, sebagaimana

dapat kita ketahui bahwa sebelum timbulnya penerbitan bilyet giro terdapat
hubungan hukum terlebih dahulu antara penerbit dan bark. Kewajiban bank
adalah memindahbukukan sejumlah dana yang tertera di atas bilyet giro kepada
pemegang. Penerbitan bilyet giro tersebut dengan sendirinya haruslah memenuhi
suatu syarat-syarat yang ditentukan atau ditetapkan oleh pihak bank.

Sesuai dengan pelayanan yang diberikan maka mengenai penerbitan
bilyet giro sebagai surat berharga, bank memberikan syarat-syarat yang meliputi :
1. Adanya rekening giro di bank.

Sebelum dilaksanakan penyimpanan pada bank maka biasanya diadakan
pelaksanaan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian yang ada bagi pihak bank
merupakan hal yang sangat penting dalam hal melakukan penyimpanan terutama
dengan penyimpanan uang pada bank, disini perjanjian itu disebut dengan
perjanjian pembukaan rekening.

Untuk membuka rekening pada bank seorang calon nasabah harus
melalui mekanisme atau prosedar tertentu. Prosedur yang berhubungan dengan
rekeriing lebih dahulu calon nasabah mengajukan permohonan serta data-data
pelengkap yang diperlukan oleh bark. Dérigan persetujuan pihak bark yang
bersangkutan, permohonan calon nasabah diproses, apakah calon nasabah yang
bersarigkutan termasuk atau tidak dalam daftar hitarh atau kredit macet oleh Bank
Indonesia. Setelah diteliti bahwa calon nasabah yang bersangkutan ternyata tidak
terdapat dalam daftar hitam atau kredit macet maka selanjutnya calon nasabah
diberikan formulir-formulir untuk diisi, formulir tersebut adalah:

1. formulir permohonan pembukaan rekening;
2. formulir kartu tanda tangan;

3. formulir tanda terima.
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Calon nasabah harus mengisi, melengkapi formulir yang telah disediakan
oleh bank (formulir 1) kemudian diserahkan kepada bagian kas dan giro. Di dalam
formuiir inilah disebutkan suatu permohonan dan calon nasabah kepada bank
untuk membuka rekening giro bagi kepentingannya sewaktu-waktu. Di dalam
formulir itulah disebutkan semua persyaratan-persyaratan yang dikehendaki dalam
pembukaan rekening, misalnya nama alamat, Jabatan dalam hukum, nama-nama
pejabat yang berhak menandatangani bilyet giro.

Kemudian terdapat syarat-syarat lain yang sangat penting vyaitu
pemyataan bahwa akan mentaati segala ketentuan perbankan bagi pemilik
rekening giro baik peraturan umum maupun peraturan khusus antara lain tidak
melakukan penerbitan cek dan bilyet giro kosong serta tidak akan melakukan
cross clearing. Selanjutnya dilakukan setoran pertama oleh nasabah sebagai
simpanan giro, setelah itu diberikan tanda terima pembayaran oleh bank. Langkah
berikutnya calon nasabah mengisi kartu tanda tangan yang oleh bagian kas dan
giro semua formulir-formulir tersebut dimintakan tanda tangan kepada direksi.
Apabila direksi telah menerima dan menyetujui, maka langkah selanjutnya adalah
bagian kas dan giro untuk memberikan nomor rekening kepada nasabah yang
bersangkutan.

Nomor rekening ini berfungsi sebagai tanda menjadi nasabah giro dan
dibukukan dalam register giro pada bank, kemudian ia mendapat buku penyetoran
simpanan giro (sebagai dana yang disediakan khusus bagi pengambilan dengan
cek atau bilyet giro). Serta satu buku formulir cek dan bilyet giro. Adanya
pembukaan rekening giro dengan maksud agar uang yang disimpan dalam bank
dapat diambil sewaktu-waktu dengan sebuah alat yang sudah disediakan oleh
bank, maka berarti nasabah harus mempunyai rekening giro pada bank.

Nasabah yang mempunyai rekening giro itu setiap saat diperlukan dapat
mengambil uang gironya dengan menerbitkan cek ataupun bilyet giro, baik untuk
seluruh jumlahnya atau sebagian demi sebagian. Tetapi ia tidak boleh menerbitkan
bilyet giro yang jumlahnya lebih besar dari pada simpanan dalam giro itu. Giro
adalah merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek atau bilyet giro, surat perintah
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pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. (Achmad Anwari,
1981:6).

Oleh karena dana yang tersimpan pada bank dapat diambil sewaktu-
waktu diperlukan, maka bilyet giro yang diterbitkan itu mempunyai fungsi
sebagai alat pemindahbukuan dana. Dengan demikian setiap pemegang atau
penerima bilyet giro hanya dapat menerima pembayaran dalam bentuk
pemindahbukuan dana Artinya jika pemegang atau penerima mengadakan
transaksi sesuatu dengan penerbit, maka penerbit dapat membayar dengan bilyet
giro. kemudian dapat ditukarkan dengan cara pemindahbukuan pada bank
penyimpan dana yang setiap saat diperlukan. Misalnya dalam transaksi jual beli,
pembeli akan membayar harga yang dibelinya dengan menerbitkan bilyet giro
sejumlah harga barang itu. Dalam bilyet giro tersebut pembeli memerintahkan
kepada pihak ketiga yaitu tertarik atau bank bersangkutan untuk memindahkan
sejumlah dana rekeningnya kepada penjual (pemegang bilyet giro), yang sama
jumlahnya dengan harga pembelian itu. |

Pembeli sebagai penerbit bilyet giro sebelumnya sudah mempunyai dana
yang disimpan di bank tertentu dalam bentuk giro (mempunyai rekening giro di
bank). Dana mana setiap saat penerbit memerlukan dapat diambil. Apabila
pemegang bilyet giro itu menunjukkan kepada bank tersebut bank ini pasti
memindahbukukan dana dalam”bilyet giro tersebut atas beban rekening giro
penerbit, karena dananya memang tersedia. Dengan tersedianya dana penerbit
pada bank itu, tidak mungkin yang bersangkutan menolak pemindahbukuan bilyet
giro tersebut. Bank akan menolak pemindahbukuan dalam hal jika dana dari
penerbit tidak cukup atau rekening telah ditutup.

2. Adanya simpanan tanda tangan di bank

Salah satu unsur pokok pada surat berharga dan surat yang berharga ialah
adanya akta sebab. Dengan akta itu dapat dibuktikan adanya surat berharga atau
surat yang berharga yang dimaksud adalah surat yang ditandatangani dengan
sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti tentang terjadinya suatu
perbuatan hukum (H.M.N. Poerwosutjipto,2000:187).
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Suatu perjanjian baru sah, bila sudah memenuhi Syarat-syarat yang sudah
ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian yang demikian disebut
.disebut perjanjian yang bersifat konsensual yang artinya perjanjian telah terjadi
bila sudah ada kesepakatan antara pihak. Sedangkan menurut Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menaruh tanda tangan
suatu akta itu adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum yaitu tanggung
jawab atas terlaksananya perikatan sebagai yang terkandung dalam akta. Karena
pada akta perjanjian kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur sama-sama
menaruh tanda tangannya, maka baik debitur maupun kreditur masing-masing
bertanggung jawab atas perikatanya sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam
akta. Akibat dari keadaan ini, terhadap akta perjanjian ite merupakan alat bukti
baik debitur maupun kreditur.

Dalam pembukaan rekening giro pada suatu bank disediakan kartu tanda
tangan dan ditanda tangani oleh nasabah untuk disimpan pada bank sebagai alat
bukti serta untuk dibawa oleh pemilik rekening yang menyatakan bahwa nasabah
tersebut mempunyai dana atau simpanan uang pada bank dimana rekening
tersebut dibuka. Disamping tanda tangan nasabah (pemilik rekening) maka ia
dapat pula memberikan tanda tangan orang lain yang diberi kuasa mengenai
rekeningnya. Dengan menandatangani selembar kartu tanda tangan pemegang
rekening menerima atau menyetujui semua aturan-aturan dan ketentuan yang
tercetak disitu dan memberikan kuasa kepada bank untuk memindahbukukan dana
dalam bilyet giro atau melaksanakan perintah-perintah untuk melakukan dananya
asalkan bilyet giro tersebut atau perintah-perintah itu memuat tanda tangan asli
dan berwenang.

Tanda tangan asli adalah tanda tangan orang tertentu yang berhak
menandatangani bilyet giro itu. Tanda tangan yang berwenang adalah tanda
tangan dari seseorang yang telah dikuasakan sebagaimana mestinya untuk
menandatangani bilyet giro dalam penarikan dana dari suatu rekening yang bukan
bukan atas namanya sendiri.
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3. Jangka waktu pelaksanaan bilyet giro

Supaya amanat atau perintah dalam bilyet giro yang bersangkutan tidak
berlaku terus menerus sehingga menyulitkan administrasi bank serta melindungi
pemegangnya untuk menukarkan sejumlah uang untuk memindahbukukan dana
maka jangka waktu bagi bilyet giro perlu ditetapkan. Menurut Pasal 6 SKBG,
suatu bilyet giro yang diterbitkan atau harus dibayarkan di Indonesia, wajib
diperlihatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu
berjalan mulai tanggal efektifnya bilyet giro.

“Dilihat dari memperlihatkan bilyet giro pada bank, maka dapat

digolongkan antara lain : '
1. Diperlihatkan sebelum tanggal efektif

Atas penunjukkan bilyet giro ini, walaupun didukung dengan syarat-
Syarat tertentu dan dananya tersedia, maka bank akan menolak pemindahbukuan
dana terhadap bilyet giro yang diberikan kepada pemegangnya.
2. Diperlihatkan pada 70 hari tanggal efektif

Selama tenggang waktu 70 hari sejak tanggal efektif amanat pada bilyet
giro setiap szat dapat dilaksanakan oleh bank pada saat diperlihatkan selama dana
maupun syarat-syarat telah terpenuhi.
3. Duperlihatkan setelah 70 hari tanggal efektif

Dengan lampaunya ten.ggang waktu tersebut bilyet giro tidak otomatis
menjadi batal melainkan penerbit membatalkannya. Pembatalan dari penerbit itu
tentu ada alasan. Dalam tenggang waktu penerbit telah mengatur keuangannya
dan menyediakan dana untuk pembayaran bilyet giro yang telah diterbitkan. Jika
dalam batas tenggang waktu itu tidak diperlihatkan untuk pemindahbukuan dana,
penerbit tidak akan membiarkan dananya terus menerus beredar tanpa ada suatu
kepastian karenanya penerbit dap;t memerintahkan kepada bank supaya menolak
pembayaran. Jika suatu bilyet giro itu diajukan setelah lampau waktu 70 hari,
pihak bank dapat melaksanakan perintah pemindahbukuan dana selama belum ada
pembatalan dari pihak penerbit.

Selain tersebut diatas bilyet giro mempunyai jangka waktu tidak berlaku
atau kedaluarsa setelah lampau waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal efektf,
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Terhadap mulai akhir tenggang waktu penawaran misalnya bilyet giro yang
diterbitkan tanggal 10 Januari 2002 tenggang waktu itu adalah 20 Maret 2002,
tenggang waktu daluwarsa 6 bulan dimulai 21 Maret sampai 21 September 2002.
Jadi bilyet giro itu dapat dibayar dalam tenggang waktu 6 bulan 70 hari, jika lebih
dari itu bilyet giro tersebut oleh bank penerima harus ditolak.

3.1.2 Proses terjadinya penerbitan bilyet giro dan bilyet giro kosong

Pada lalu lintas perdagangan dan dunia usaha pada permulaan
menggunakan barang ditukar dengan barang untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, kemudian dalam perkembangannya digunakan uang kartal untuk
melakukan perdagangan, tetapi dalam penggunaan uang kartal ini dirasakan masih
ada kekurangannya dan kurang begitu praktis untuk dipergunakan dalam lalu
lintas pembayaran dan peredaran uang,

Penerbitan dari bilyet giro adalah berdasarkan atas inisiatif dari penerbit
dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar
melakukan pemindahbukuan rekening penerbit ke dalam rekening penerima. Hal
ini berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing harus mempunyai
rekening giro pada bank dimana mercka menjadi nasabah. Dari rekening giro
inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan
demikian saldo milik penerbit-dalam bilyet giro berkurang, sedangkan pada
penerima bilyet giro rekeningnya gironya akan bertambah sejumlah yang tertera
dalam bilyet giro itu.

Apabila rekening giro dari masing-masing pihak berada pada bank yang
berlainan dan mungkin Juga dapat berbeda, maka pelaksanaan pemindahbukuan
dana harus dilakukan melalu kliring di lembaga kliring yaitu bertempat di Bank
Indonesia yang terdekat artinya bank tertarik akan berhubungan dengan si bank
penerima melalui lembaga kliring dalam acara kliring untuk memperhitungkan
bilyet giro itu.

Proses terjadinya perikatan dasar dan tersangkutnya pihak ketiga dalam
proses tersebut dapatlah digambarkan sebagai berikut. Pembeli akan membayar
harga barang yang dibelinya dengan menerbitkan bilyet giro sejumlah harga
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barang itu. Dalam surat bilyet giro tersebut pembeli memerintahkan pada pihak
ketiga yaitu bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual (penerima bilyet
gir0), yang sama Jumlahnya dengan harga pembelian itu. Pembeli sebag_ai penerbit
bilyet giro, sebelumnya sudah mempunyai fond yang disimpan di bank, fond
mana setiap saat penerbit memerlukannya dapat diambil. Apabila pemegang bilyet
giro tersebut datang menunjukkan bilyet giro tersebut kepada bank, bank ini pasti
melaksanakan amanat penerbit atas beban rekening penerbit, karena dana memang
tersedia.

‘Dengan tersedianya fond ini pada bank yang bersangkutan, tidak
mungkin bank akan menolak pembayaran. Bank baru akan menolak bilyet giro
apabila fond tidak cukup atau tidak tersedia, hal ini penerbit tetap bcrta.ngglmg-l
jawab atas pembayaran utang itu. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
penerbit bilyet giro itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasanya
sebagai pemenuhan isi perjanjian. Perjanjian antara pibak-pihak itu adalah dasar
penerbit bilyat giro yang disebut perikatan dasar. Nilai perikatan dasar ini
dijelmakan dalam nilai bilyet giro yang diterbitkan itu.

Sedangkan suatu bilyet giro dikatakan sebagai penarikan kosong
bilamana ada penarikan yang melakukan penarikan dan ternyata saldonya tidak
mencukupi. Tampak jelas bilyet giro kosong sangat dilarang, karena demi
kepercayaan antar nasabah itu sendiri Juga dengan pihak bank sebagai kelancaran
laju perdagangan maupun lalu lintas pembayaran dengan uang giral akan semakin
baik dan dapat dipercaya kegunaanya lebih dalam lagi dibandingkan dengan uang
secara tunai.

3.1.3 Contoh kasus bilyet giro kosong

Alat pembayaran giral ya}lg paling banyak digunakan sekarang ini adalah
bilyet giro, disamping alat pembayaran lainnya. Agar bilyet giro itu dapat
digunakan sebagai alat pembayaran yang sah harus memenuhj Syarat-syarat
formal dan adanya saldo, apabila tidak disertai saldo, maka disebut bilyet giro
kosong. Contoh:  » -
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Contoh bilyet giro kosong:

PT. Barito Pacifik sebagai pengusaha membuat suatu perjanjian dengan
Bank Mandiri cabang Banjarmasin untuk menyimpan atan menitipkan sejumlah
uang tersebut pada bank, sedangkan pengambilan uang dengan cara membuka
atau menerbitkan bilyet giro. Pada kesempatan lain PT. Barito Pacifik membeli
suatu barang yang dijual oleh PT. Handal Niaga dengan harga yang sudah
disepakati oleh keduabelah pihak, yaitu Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) juga disepekati oleh mereka bahwa PT. Barito Pacifik akan membayar
kepada PT. Handal Niaga dengan sepucuk surat berharga yang berupa bilyet giro.

Sedangkan PT. Handal Niaga sebagai nasabah Bank Rakyat Indonesia
cabang Banjarmasin, PT. Handal Niaga sebagai pemegang bilyet giro dari PT.
Barito Pacifik hanya dapat memindahbukukan apabila ia datang dengan dan
menunjukkan bilyet giro itu kepada Bank Mandiri cabang Banjarmasin tempat
PT. Barito Pacifik menyimpan uangnya untuk dipindahbukukan kepada rekening
PT. Handal Niaga. Oleh PT. Handal Niaga bilyet giro diserahkan kepada Bank
Mandiri cabang Banjarmasin dengan sejumlah uang sebesar Rp 400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah) hal ini sesuai perjanjian jual beli antara PT. Barito
Pacifik dan PT. Handal Niaga). Selanjutnya bilyet giro yang diserahkan oleh PT.
Handal Niaga kepada Bank Mandiri cabang Banjarmasin ditolak atau
dikembalikan ke PT. Handal NiaZ;a, karena dana atau saldo di rekening PT. Barito
Pacifik tidak ada atau tidak mencukupi seperti yang diamanatkan pada bilyet giro.

Penolakkan itu dilakukan setelah adanya perhitungan terlebih dahulu
antara Bank Mandiri cabang Banjarmasin dengan Bank Rakyat Indonesia cabang
Banjarmasin (bank dari pada PT. Handal Niaga) melalui suatu lembaga kliring
yang dilakukan di Bank Indonesia Banjarmasin. Hasil dari pada perhitungan
antara bank tersebut adalah terllyata saldo tidak cukup memenuhi perintah
pembukuan. Oleh karena itu Bank Mandiri cabang Banjarmasin harus menolak
atau mengembalikan bilyet giro tersebut, sebab tidak memenuhi amanat bilyet
giro sebesar Rp 400.000.000,00 (enpat ratus juta rupiah).

Kemudian bilyet giro kosong itu dikembalikan kepada PT. Handal Niaga -
untuk diselesaikan dengan PT. Barito Pacifik sebagai penerbit bilyet giro tersebut.
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Dalam perjanjian antara PT. Barito Pacifik dan PT. Handal Niaga ternyata PT.
Barito Pacifik telah menyalahgun=kan terhadap penerbitan bilvet giro kosong dan
perbuatan tersebut telah dilakukan oleh PT. Barito Pacifik sampai ketiga kali
berturut-turut sehingga pihak yang tersangkut (bank) mengambil tindakan sanksi
administrasi dimana pihak yang berhak melakukan adalah Bank Indonesia
Banjarmasin sebagai bank sentral melalui laporan Bank Mandiri cabang
Banjarmasin. Selanjutnya Bank Indonesia Banjarmasin mengambil tindakan
kepada PT. Barito Pacifik baik berupa surat peringatan maupun penutupan
rekening..ﬁ

PT. Barito Pacifik melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan terhadap
bilyet giro berupa bilyet giro kosong, sehingga antara PT. Barito Pacifik dan PT.
Handal Niaga menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa yang akan
menimbulkan suatu perselisihan antara mereka (PT. Barito Pacifik dan PT.
Handala Niaga). Jadi pihak PT. Barito Pacifik mempunyai perjanjian dengan bank
itu, di lain pihak PT. Barito Pacifik mempunyai perjanjian dengan PT. Handal
Niaga. Perjanjian itu bank tersebut berposisi sebagai pihak ketiga yang disebut
tersangkut. Dengan kata lain PT. Barito Pacifik sebagai kreditur terhadap bank
dan sebagai debitur terhadap PT. Handal Niaga.

Penyelesaian transaksi keuangan antar bank dilakukan melaluj kliring.
Lembaga kliring merupakan suatu lembaga dari bank sentral yang mengatur tata
cara perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat berharga seperti wesel, cek,
bilyet giro dan lain-lain. Untuk pertemuan diatur oleh Bank Indonesia dalam hal
ini pelaksanaan kliring itu sendiri dilakukan pada saat hari kerja prosesnya dibagi
dua yaitu yang pertama kliring penyerahan dan kedua kliring return,

Untuk memperjelas maksud di atas, maka diberikan contoh sebagai
berikut :

Nasabah PT. Barito Pacifik menerbitkan dan menyerahkan bilyet giro kepada
nasabah PT. Handal Niaga. nasabah PT. Barito Pacifik adalah nasabah dari Bank
Mandiri cabang Banjarmasin, nasabah PT. Handal Niaga adalah nasabah dari
Bank Rakyat Indonesia cabang Banjarmasin, kemudian PT. Handal Niaga
menyetorkan bilyet giro yang diterima dari PT. Barito Pacifik kepada Bank
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Mandiri cabang Banjarmasin. Bank Mandiri cabang Banjarmasin mengadakan
perhitungan dengan Bank Rakyat Indonesia cabang Banjarmasin melalui lembaga
kliring, tetapi bilyet giro PT. Handal Niaga ditolak oleh Bank Mandiri cabang
Banjarmasin karena bilyet giro itu tidak ada saldonya (rekening giro nasabah PT.
Barito Pacifik) atau disebut dengan bilyet giro kosong.

Skema dari hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Penarik ; . Penerima
PT. Barito B G0 b B Handal
Pacifik Niaga
e Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri Cabang Banjarmasin
Cabang
Banjarmasin

3.2 Akibat hukum penerbitan bilyet giro
Sebagaimana dalam perjanjian lainnya maka perjanjian  dengan
menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang diketahui minimal ada 3
(tiga) pihak, diantaranya : 3
1. Bank
Yaitu pihak yang melaksanakan perintah atau amanat, kepada siapa ia
menguasai dana untuk kepentingan si penerima,
2. Penerbit
Yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas
beban rekeningnya dan me;upakan pihak yang harus membayar daiam
transaksi perdagangan.
3. Penerima atau pemegang
Yaitu nasabah yang menerima pemindahbukuan (booking transfer) dari
penerbit, yang dilaksanakan oleh bank tersangkut (Imam Prayogo
Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:312).
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selanj utnya antara ketiga pihak itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban
sebagai akibat adanya suatu perjanjian.

Pokok pangkal diterbitkannya bilyet giro adalah perikatan yang menjadi
dasar terjadinya antara penerbit dengan pemegang. Dalam hubungan tersebut
penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar, sedangkan
penerima bilyet giro berposisi sebagai kreditur yaitu orang yang berhak atas
pembayaran. Debitur menerbitkan bilyet giro dalam surat bilyet giro
memerintahkan pihak ketiga yaitu penanggung (tersangkut) untuk membayar
kepada penerima bilyet giro. Antara penerbit dan tersangkut ada suatu hubungan
hukum. Hubungan hukum itu berupa, penerbit menyimpan fonds atau
menyediakan dana untuk kepentingan penerbit, karena tersangkut itu adalah suatu
bankir, maka jelasnya penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang
bersangkutan, dimana rekening tersedia dana sewaktu-waktu diperlukan dapat
diambil dengan menerbitkan sepucuk surat cek atau bilyet giro.

Atas dana yang tersedia itu, bankir sebagai pihak yang diperintahkan
membayar mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kepada penerbit yang
jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia atau dengan kata lain
dalam hubungan antara penerbit dengan bank, bank berkedudukan sebagai debitur
terhadap penerbit dan penerbit sebagai kreditur terhadap bank. Jika dana dalam
rekening penerbit itu tidak ada atau tidak mencukupi untuk memenuhi amanat
pemindahbukuan, tentunya bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan
pembayaran. Terhadap hal ini, penerbit bertanggung jawab atas pembayarannya.

Atas peristiwa tersebut tersangkut atau bankir menegur pemilik rekening
giro yang bersangkutan itu. Oleh sebab itu, ketentuan mewajibkan kepada pemilik
rekening supaya menyediakan dana yang cukup guna melakukan pembayaran
melalui bilyet giro yang ditcrbiikannya. Mengenai hal ini terdapat ketentuan
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/ Tahun 1995
angka 5 ayat (1), yang berbunyi :

“ Setiap penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya
pada tertarik sejak tanggal efektif sampai tanggal mulainya daluwarsa pada
pasal 11, kecuali bilyet giro yang bersangkutan dibatalkan sesuai dengan
ketentuan pasal 7 ayat (2)”.
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Menurut Pasal 6 SKBI No. 28/32/Kep/Dir/1995 menyebutkan bahwa
spctiap penarik  wajib membuat catatan-catatan sehingga dapat diketahui
kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet
giro. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban pémbayaran
harus dianggap tidak tertulis.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas ini, jelaslah bahwa kewajiban pokok
penerbit haruslah menyediakan dana yang cukup pada tanggal efektifnya tiba
guna membayar bilyet giro yang diterbitkannya. Penerbit dengan dalih apapun
Juga tidak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut. Selain itu penerbit wajib
membuat catatan-catatan guna diketahui kemampuun sehubungan dengan
penarikan bilyet giro.

Bilamana dikatakan bahwa tersangkut atau bankir telah menguasai dana
yang cukup untuk membayar bilyet giro itu menurut ketentuan Pasal S ayat (1)
SKBI No.8/32/KEP/DIR/1995 yang menyatakan tersangkut dianggap telah
menguasai dana yang diperlihatkan kepada penerbit. Terhadap orang atas
perbuatan telah menerbitkan bilyet giro, mempunyai hubungan yang telah dapat
ditagih paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tertera pada bilyet
giro. Hal ini berarti, apébila penerbit tidak memenuhi dana paling sedikit sama
dengan jumlah bilyet giro yang diterbitkan pada saat tanggal efektif diperlihatkan
kepada tersangkut, ia dianggap' tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti
tersebut pada pasal 5 ayat (1) SKBG. Tetapi apabila pada waktu bilyet giro
diperlihatkan tersangkut (bankir) pada tanggal efektif, penerbit segera
menyetorkan dana kepada bankir sehingga mencukupi untuk membayar bilyet
giro itu maka pada waktu itu ia dianggap menunjukkan itikad baik untuk
memenuhi kewajibannya,

Apabila pemegang menawarkan bilyet giro pada saat tanggal efektif pada
bank tertarik dan ternyata bilyet giro itu kosong maka bank tersangkut berhak dan
wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan
tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat
nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet giro yang ditolak
karena alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditolak sebagai bilyet giro
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kosong. Bank tertarik segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan
suatu tembusan SKP kepada Bank Indonesia yang mewilayahi untuk kepeluan
penatausahaan cek atau bilyet giro kosong. Untuk bank-bank yang berada di
wilayah yang tidak terdapat kantor bank Indonesia, penyampaian kepada kantor
bank Indonesia yang mewilayahi di maksud dilakukan melalui penyelenggaraan
kliring setempat. Bilyet giro kosong itu beserta SKP yang dikembalikan kepada
pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Tetapi saldo penarik yang
bersangkutan tidak perlu dibekukan oleh bank.

‘Bank berhak dan wajib menutup rekening nasabah jika nasabah tersebut
ternyata telah menerbitkaan bilyet giro kosong pada bank tersebut sebanyak 3
(tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro
kosong 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan atav satu kali penarikan bilyet
giro kosong senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada suatu bank atau
pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-
bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan.
Dalam hubungan ini supaya nasabah yang bersangkutan mengetahui dan
menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut maka setiap kali penolakkan
bilyet giro, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat,
yaitu :

. Untuk pelanggaran penarikan bilyet giro kosong yang pertama kali maka
kepada nasabah tersebut diberikan surat peringatan I (SP 1), yang
mengingatkan agar penarik yang bersangkutan tidak menarik bilyet giro
kosong lagi.

2. Untuk pelanggaran penarikan bilyet giro kosong lagi atau penarikan bilyet
giro kosong kedua kalinya, maka kepada nasabah tersebut diberikan surat
peringatan II (SP II). Yangﬁ mengingatkan bahwa bank akan melakukan
penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika
penarik menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya.

(%]

Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) yaitu surat yang berisi
informasi terjadinya penarikan bilyet giro kosong sebagaimana angka (1) dan

(2) diatas dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik,
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perintah untuk mengembalikan sisa buku bilyet giro yang belum terpakai,
pencantuman nama penarik dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan
rekening koran penarik dengan bank (SEBI No. 2/10/DASP/Tahun 2000
tentang cek dan bilyet giro ).

Akan lebih jelas bilamana perhitungan frekuensi pelanggaran penarikkan
bilyet giro kosong bila didasarkan pada aturan SEBI No.2/10/DASP tanggal 8 Juli
2000 tentang cek dan bilyet giro kosong, Yang mengungkapkan perhitungan
sebagai satu kali pelanggaran apabila :

a. Setiz;i) lembar bilyet giro yang diunjukkan oleh pemegang dan ditolak
pembayarannya oleh tertarik sebagai bilyet giro kosong.

b. Satu lembar bilyet giro kosong yang sama dan diunjukkkan secara berulang-
ulang oleh pemegang kepada tertarik melalui kliring dan ditolak
pembayaranya oleh tertarik melalui kliring tetapi diajukan berulang-ulang dan
ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup dan atau rekening
telah ditutup, dihitung sebagai satu lembar penarikan bilyet giro kosong.

¢. Beberapa lembar bilyet giro yang diunjukkan oleh pemegang melalui kliring
dan ditolak pembayaranya oleh satu tertarik atau beberapa tertarik pada
tanggal yang sama melalui kliring dengan alasan saldo tidak cukup dan atau
rekening telah ditutup, Jumlah penarikan bilyet giro kosong dihiting sebanyak
jumlah lembar bilyet giro kos‘ong.

Namun demikian, ada kemungkinan terjadi bahwa penerbit tidak
memenuhi kewajibanya yang lain yaitu kewajiban menjamin adanya pembayaran
(wajib regres). Hal ini tidak lain karena dalam peraturan bilyet giro yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak mengatur tentang hak regres, seperti
halnya dengan surat wesel atau cek. Sebenarnya ketentnan semacam inj perlu
juga, justru untuk melindungi kepentingan penerbit, pemegang yang jujur, dan
pihak bank sendiri ( Imam Prayogo Suryo Hadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:
292). Untuk mencegah timbulnya keadaan yang menyebabkan pemegang tidak
mendapat pembayaran maka Undang-undang memberikan we;venang untuk
menuntut penerbit, juga untuk orang lain yang turut bertanggungjawab atas
pemindahbukqan dana suatu bilyet giro.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

46

Dari semua uraian diatas maka jelaslah bahwa bilyet giro merupakan
suatu perjanjian yang berpangkal pada perikatan dasar yang terjadi antara penerbit
dan pemegang. Sehingga ada suatu perjanjian timbal balik yang menimbulkan
suatu hubungan hukum bagi para pihak. Akibat adanya suatu perjanjian ini maka
terhadap para pihak timbul suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan bilyet giro dalam lalu
lintas pembayaran dan perkembangan pelayanan perbankan maka bentuk
penyalahgunaan yang terjadipun selalu mengikuti perkembangannya, karena itu
pihak yang terkait dengan penggunaan bilyet giro dituntut untuk senantiasa
waspada dan hati-hati.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka disini penulis akan membahas
mengenai bentuk penyalahgunaan yang berhubungan dengan pengunaan bilyet

giro. Berdasarkan hasil dari wawancara tanggal 6 November 2002 dengan Bapak

Iwan Triady (45) ketua Akunting dan Kliring Bank Indonesia cabang Jember,
yang menyatakan bahwa bilyet giro yang berfungsi sebagai alat pembayaran giral
dengan pemindahbukuan, tidak jarang banyak terjadi bermacam-macam
penyelewengan yang berkaitan dengan penggunaannya. Bentuk kejahatan dan
penyelewengan itu diantaranya, adalah :
1. Dalam hal penerbit wanprestasi

Yang dimaksud dengan‘penarikan bilyet giro kosong adalah bilyet giro
yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah palld bank tidak mencukupi atau
tidak ada sama sekali untuk memenuhj amanat pemiridahbukuan dana pada bilyet
giro yang bersangkutan. Penarikan bilyet giro kosong itu akan mengakibatkan hal-
hal negatif baik terhadap pemerintah maupun terhadap bank, selain itu tentu saja
bagi yang berkepentingan. Untgk pemerintah, dimana penarikan bilyet giro
kosong itu dilakukan sedemkian rupa sehingga merupakan bentuk manipulasi-
manipulasi yang dapat mengacaukan dan mengagalkan usaha pemerintah dalam
melaksanakan stabilitas atau perbaikan-perbaikan dibidang moneter dan
perekonomian pada umumnya.

Secara tidak langsung dampak negatif ini juga mengenai lembaga
perbankan yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran
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bilyet giro. Hal ini terjadi apabila banyak bilyet giro kosong yang beredar didalam

masyarakat. Akibat bilyet giro kosong bagi pemegang, tidak dapat diterimanya

hasil dari pembayaran atas jual beli ataupun piutang yang seharusnya
diperolehnya beserta keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya.

Dengan demikian, akibat hukum dalam perjanjian jual beli dengan
pembayaran berupa bilyet giro, terhadap debitur yang telah wanprestasi atau tidak
memenuhi  kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipenuhinya
kewajiban itu karena ada unsur salah. Maka kreditur dapat menuntut sebagai
berikut: ™
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur

(Pasal 1243 KUHPerdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perjanjian.

b. Bahwa sejak debitur lalai maka resiko terhadap obyek perikatan jadi
tanggungan debitur (Pasal 1237)

¢. Dalam perjanjian timbal balik |, wanpretasi dari pihak memberikan hak kepada
pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim
(Pasal 1267 KUHPerdata).

d. Membayar biaya perkara diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1)
HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam
perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

¢ Memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian

disertai dengan pemberian ganti kerugian (Pasal 1207 KUHPerdata). Ketentuan

ini berlaku untuk semua bentuk perjanjian.

Menurut Subekti (1993: 147-148) akibat hukum debitur wanpretasi atau
tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut sebagi berikut:

a. meminta pelaksanan perjanjian meskipun pelaksaan itu terlambat.

b. meminta penggantian kerugia}l saja yaitu kerugian saja yaitu kerugian yang
dideritanya karena perjanjian tidak atau tidak terlambat dilaksanakan.

¢. menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang
didierita olehnya sebagai akibat pelaksanaan perjanjian yang terlambat.

d. dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian
satu pihak memberikan hak pada pihak yang lain untuk memberikan hak

o=
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bilyet giro. Hal ini terjadi apabila banyak bilyet giro kosong yang beredar didalam

masyarakat. Akibat bilyet giro kosong bagi pemegang, tidak dapat diterimanya

hasil dari pembayaran atas jual beli ataupun piutang yang seharusnya
diperolehnya beserta keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya.

Dengan demikian, akibat hukum dalam perjanjian jual beli dengan
pembayaran berupa bilyet giro, terhadap debitur yang telah wanprestasi atau tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipenuhinya
kewajiban itu karena ada unsur salah. Maka kreditur dapat menuntut sebagai
berikut: ™
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur

(Pasal 1243 KUHPerdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perjanjian,

b. Bahwa sejak debitur lalai maka resiko terhadap obyek perikatan jadi
tanggungan debitur (Pasal 1237)

¢. Dalam perjanjian timbal balik , wanpretasi dari pihak memberikan hak kepada
pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim
(Pasal 1267 KUHPe=rdata).

d. Membayar biaya perkara diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1)
HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam
perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

e Memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian

disertai dengan pemberian ganti kerugian (Pasal 1207 KUHPerdata). Ketentuan

ini berlaku untuk semua bentuk perjanjian.

Menurut Subekti (1993: 147-148) akibat hukum debitur wanpretasi atau
tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut sebagi berikut:

a. meminta pelaksanan perjanjian meskipun pelaksaan itu terlambat,

b. meminta penggantian kemgia;l saja yaitu kerugian saja yaitu kerugian yang
dideritanya karena perjanjian tidak atau tidak terlambat dilaksanakan.

¢. menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang
didierita olehnya sebagai akibat pelaksanaan perjanjian yang terlambat.

d. dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian

satu pihak memberikan hak pada pihak yang lain untuk memberikan hak
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kepada pihak yang lain. Untuk meminta pada hakim supaya perjanjian
dibatalkan, disertai dengan permintaan pergantian kerugian.
Di dalam Pasal 1246 KUHPerdata disebutkan bahwa: _
“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan
penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya
dan untung yang sedianya harus dapat dinikmati dengan tidak mengurangi
pengecualian serta perubahan yang disebutkan®.
Menurut ketentuan pasal tersebut ganti kerugian terdiri atas tiga unsur
yaitu:
1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat
kelalaian debitur,

L

Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Adapun ganti kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Kerugian yang benar-benar diderita,

Orang ada yang menyebut kepentingan negatif suatu kontrak yaitu suatu
jumlah sebesar mana ia telah menjadi miskin, karena kreditur rugi maka ia dengan
kerugian itu kekayaannya menjadi berkurang. Pada prinsipnya kerugian nyata,
merupakan kerugian yang benar-benar diderita kreditur. Besarnya menunjukkan
berapa banyak kreditur berkurang jika dibandingkan dengan keadaan kekayaan
seandainya kreditur memenuhi kewajibannya.

2. Keuntungan yang diharapkan.

Keuntungan yang diharapkan yaitu sejumlah keuntungan tertentu yang
seandainya debitur tidak wanprestasi, sedianya akan menambah kekayaan
kreditur. Dapat dikelompokkan dalam keuntungan yang diharapkan adalah bunga
karena sebenarnya bukan merupakan kerugian riil yang diharapkan.

Perbuatan debitur membayar dengan bilyet giro kosong dalam
pelaksanaan perjanjian jual beli kayu antara PT. Barito Pasifik dengan PT. Handal
Niaga merupakan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanpretasi ini dikarenakan
debitur harusnya tahu atau patut menduga bahwa akibat perbuatannya tersebut
dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (kreditur). Hal ini telah memberikan
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hak pada kreditur untuk menuntut kerugian atau bunga sebagaimana dalam Pasal
1246 KUHPerdata diatas.

Dalam ganti kerugian tidak harus semua unsur ganti rugi didalam Pasal
1246 KUHPerdata dipenuhi oleh debitur. Minimal ganti kerugian itu adalah
kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (Muhammad, 1990: 140).
Undang-undang dalam hal ganti rugi memberikan batasan mengenai ganti
kerugian. Ganti kerugian ditetapkan hanya yang dapat di kira-kira atau diduga
pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai
suatu akibat langsung dari si berhutang saja dapat dimintakan penggantian. Dan
Jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, aka yang dapat diminta
penggantian kerugian adalah uang beserta bunga uang menurut penetapan
Undang-undang yaitu yang dinamakan “bunga kelalaian” yang berjumlah 6 persen
setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukkan surat gugatan
(Subekti, 1993: 149).

Berdasarkan dua pendapat tersebut diatas, dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa terhadap debitur dalam perjanjian jual beli kayu dengan
pembayaran berupa bilyet giro yang telah lalai (wanprestasi) dalam melaksanakan
kewajibannya dapat dimintakan ganti kerugian. Ganti rugi ini yaitu sebesar
kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditur akibat dari kelalaian kreditur
saja. ;

Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong bagi penerbit yang
menerbitkan bilyet giro kosong sampai tiga kali dalam jangka waktu enam bulan
berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8
Juni 2000 tentang tata usaha penarikan cek atau bilyet giro kosong. Maka yang
bersangkutan dapat dimasukkan dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia,
sehingga nasabah giro tersebut untuk Jangka waktu satu tahun sejak dimasukkan
dalam daftar hitam tidak diperbolehkan atau tidak akan diterima sebagai nasabah
giroatas bank diseluruh Indonesia.

2. Penipuan

Dalam hal penggunaan bilyet giro ini terdapat suatu kriteria tentang

penggunaan bilyet giro yang diperbolehkan, karena dalam pemindahbukuan dana
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unakan bilyet giro ada suatu ketentuan tertang tanggal efektif yang
i oleh pihak yang menerima bilyet giro tersebut. Oleh sebab itu,
@n tersebut dilakukan sebelum tanggal efektif yang ditetapkan dan
< oleh bank karena dana pada rekening penerbit tidak Ihencukupi
naka perbuatan dari penerbit ini tidak termasuk suatu kejahatan
angan seperti dijelaskan di atas,
tetapi dapat juga perbuatan dengan menggunakan bilyet giro ini
gai suatu kejahatan penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
bila :
as nama penarik bilyet giro itu telah ditutup oleh bank pada saat
tif maupun sebelum penerbitan bilyet giro karena penerbit atau
>ning melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang
leh bank atau karena permintaan penarik sendiri,
1S nama penerbit bilyet giro itu telah diblokir oleh yang berwajib
arikanya.
Ini si penerbit ity sebenarnya telah mengetahui tentang keadaan
u, tetapi dia tetap menerbitkan bilyet giro tersebut, sebaliknya si
giro tersebut tidak mengetahui bahwasanya pada saat penerbitan
rekening atas nama si penerbit sudah ditutup atau diblokir,
na ini pada saat tanggal efektif bilyet giro itu tidak menerima
yang diharapkan akan membawa keuntungan yang lebih besar.
ditolaknya bilyet giro yang ditawarkan oleh pemegang kepada
yebabkan keuntungan-keuritungan yang semestinya diperoleh
patkan. Hal ini juga menyebabkan pihak yang dirugikan dan
aan masyarakat akan berkurang terhadap bilyet giro dan
nal. Tingkat keépercayaan yang berkurang ini secara tidak
gat merugikan bagi kelestarian perbankan nasional
ukum bagi pelaku penipuan dengan bilyet giro yang telah
tup sebelumnya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan
78 KUHP yaitu berupa suatu kejahatan penipuan yang dapat
lan  penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Selain itu
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jahatan tersebut juga dapat dikenakan sanksi perdata Pasal 1267
yang menyatakan bahwa kreditur dapat memaksakan pemenuhan
u pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian dise

rtai dengan
n dan bunga.

cendala dalam praktek penerbitan bilyet giro

idap dananya sendiri yang dipelihara dalam bentuk rekening giro
enerbit  rekening  giro dapat bertindak bebas sesuaj dengan
Sebagai pembayaran dalam Suatu transaksi misalnya ia dapat
dananya tersebut itu kepada pihak lain (penerima) dengan cara
an (booking transfer). Tetapi proses pemindahbukuan dana bisa
sulitan karena dihalangi oleh penerbit sendiri berupa penyediaan
ening tidak mencukupi dan atau telah ditutup.

wa ini dapat diketahui ketika pemegang menyodorkan bilyet giro
rtarik (tersangkut) pada saat adanya penolakan dari pihak bank

ncukupinya dan atau telah ditutup dalam memenuhi amanat dalam

» atau biasa disebut dengan bilyet giro kosong, Sudah barang tentu

isa kecewa dan berakibat timbulnya rasa kurang percaya terhadap
3iro  sebagai alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan.
emegang juga “akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat
Keadaan yang demikian dapat menghambat fungsi bilyet giro
lu lintas pembayaran dengan cara pemindahbukuan dana.

- berdasarkan hasil wawancara tanggal 7 oktober 2002 dengan

y Manajer Financial eksport impor kopi “ Bina Karya “

itakan bahwa faktor-faktor penghambat di gunakannya bilyet giro,
5 j

k penerbit.

n praktek sehari-hari sering terjadi usaha-usaha seseorang yang
itikad tidak baik untuk melakukan penyalahgunaan lain yang
itan bilyet giro kosong yang dilakukan dengan sengaja. Di dalam
lang sering juga ditemui beberapa orang yang beritikad tidak
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baik seperti orang tersebut dengan sengaja memalsukan bilyet giro.
penyalagunaan ini dapat berbentuk tidak tersedianya dana pada waktn tanggal
efektif atau rekening giro penerbit telah diblokir .

Apabila ternyata bilyet giro itu dananya tidak mencukupi atau kosong,
penerima (pemegang) bilyet giro tidak mengetahui terhadap hal itu. Penerima atau
pemegang bilyet giro hanya percaya bahwa pada saat diperlihatkan, ia akan
memperoleh pembayaran. Bagi penerbit bilyet giro yang berspekulasi, hal ini
merupakan kesempatan untuk memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan bilyet
giro kosong. Selama bilyet giro dalam jangka waktu vang telah ditetapkan tidak

diperlihatkan maka selama itu pula penerbitnya tidak dapat diketahui baik oleh

penerima maupun oleh bank yang bersangkutan. Pemegang bilyet giro tidak
mungkin mengetahui bahwa bilyet giro itu nantinya kosong karena dilindungi
oleh rahdsia bank bagi nasabahnya.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas
pembayaran dengan bilyet giro, Artinya jika bilyet giro itu baru diperlihatkan
menjelang  waktu peredarannya berakhit cukup lama maka bagi penerbit
merupakan suatu kesempatan untuk mengusahakan dana guna membayar bilyet
giro. Sementara penarik telah menikriiati hasil vang diperolehnya karena
penerbitan bilyet giro kosong, bahk yang bersangkutan itu akan menolak
pembayarannya. Dengan demikian penerima bilyet giro yang jujur akan dirugikan
karena tidak memperoleh hasildari penjualan.

Seandainya dana yang tersedia hanya cukup sebagian saja untuk dapat
memenuhi amanat pemindahbukuan maka terhadap hal ini bank juga akan
melakukan penolakan serta mengkualifikasikan sebagai bilyet giro kosong ( Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No.10/DASP/2000 tentang oek dan bilyet giro
kosong) i
2. Tidak dimungkinkanya Endosemen

Pembayaran dengan Jalan pemindahbukuan dana mengandung suatu
pengertian, bahwa penerima (penjual) hanya dapat memperoleh pembayaran dari
bank apabila ia telah mengajukan bilyet giro itu tepat pada tanggal efektif tiba.
Pengertian daripada surat berharga yang dapat diperdagangkan sebagaimana kita
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ketahui pada surat-surat tagihan utang itu kepada orang lain.Apabila konstruksi
tersebut diatas diterapkan terhadap bilvet giro, maka kedudukan berhak menagih
darni pemegang 1 dipindahkan kepada pemegang II atau pen;egang berikutnya
memungkinkan memperalihkan kedudukan sebagai yang berhak menagih dari
pemegang I kepada pemgang II atau pemegang selanjutnya, sudah jelas
menyangkut kepentingan dari penerbit yang menyuruh menerbitkan bilyet giro
tersebut pada bank tersangkut dan kepentingan bank tersangkut yang disuruh
menerbitkan bilyet giro.

Sehubungan dengan endosemen ini, suatu bilyet giro tidak dapat
diandosemen dikarenakan tidak ada suatu klausula yang menunjukkan suatu cara
pemindahannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
28/32/Kep/Dir/Tahun1995. Sudah barang tentu rasio dari larangan im adalah
terletak di dalam hal, bahwa penggantian dari kedudukan pemegang bilyet giro
kepada pihak ketiga tidak hanya dapat mempengaruhi kedudukan penerbit
(pembeli) tetapi juga kedudukan dari bank.

Hal yang merugikan pihak bank mungkin saja timbul terutama apabila
pemegang bilyet giro kedua tidak dikenalnya bertindak tidak jujur atau
mempunyai itikad tidak baik. Memang dengan menentukan demikian sudah dapat
diartikan sebagai suatu gambaran dari pembatasan bagi beredarnya bilyet giro.
Hal ini juga merupakan suatu pembatasan bagi beredarnya bilyet giro sehingga
menyulitkan bilyet giro untuk dipindahtangankan dan merupakan kendala

digunakannya bilyet giro.

3.4 Upaya penyelesaian terhadap bilyet giro dalam praktek pegunaan bilyet
giro
3.4.1 Upaya penyelesaian yuridis
Penyelesaian secara yuridis (hukum) ini diupayakan apabila dengan
pembayaran bilyet giro dalam perjanjian jual beli kayu tersebut kreditur
pemegang yang tidak mendapat pembayaran (non pembayaran) sebelumnya telah
diupayakan penyelesaiannya secara damai, namun tidak mendapatkan hasil yang

memuaskan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang pemegang bilyet giro
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karena kealpaannya ataupun kesengajaan dari penerbit yang berakibat tidak
adanya suatu pembayaran terhadap pemegang bilyet giro yang telah diterbitkan
oleh penerbit maka terhadap hal ini ketentuan peraturan yang ada memberikan
keleluasaan bagi pemegang untuk menuntut penerbit agar ada suatu kepastian
hukum mengenai penyelesaian . Penyelesaian yang ditempuh melalui jalur hukum

ini, dapat berupa :

A. Penyelesaian secara perdata

Renyelesaian cara ini timbul apabila penerbit bilyet giro itu benar-benar
kosong, sehingga akibatnya merugikan pihak penerima (kreditur) surat bilyet giro
itu. Apabila penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai, satu-satunya jalan
pihak yang dirugikan (penerima atay pemegang) mengajukan gugatan perdata
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Demikian juga apabila yang
dirugikan itu pihak bank, dapat melakukan tindakan yang sama.

Perbuatan penerbitan surat bilyet giro kosong oleh PT. Barito Pacifik ini
termasuk perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) yang diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, tiap perbuatan melawan
hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Atas dasar pasal ini, PT. Handal Niaga dalam perjanjian jual beli kayu, dapat
mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilém Negeri yang berwenang.

Apabila pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal
1365 KUHPerdata, ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :
1. Perbuatan penerbitan surat bilyet giro kosong itu adalah melawan hukum,

artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu
menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat bilyet giro itu.

2. Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya surat bilyet giro oleh bank,
atau dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank menghilangkan
penerima atau hak bank atas dana yang berupa sejumlah uang. .

3. Penerbitan surat bilyet giro kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya
sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Arti dari kesalahan dalam
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hukum perdata itu meliputi Juga kelalaian, artinya walaupun tidak di sengaja,
tetapi karena kelalaiannya itu telah menimbilkan kcflxgian bagi orang lain.

4. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang
dilakukan. Artinya hilangnya hak penerima atau pemegang bilyet giro atau hak
bank atas dana justru karena perbuatan penerbit dengan penerbitan surat bilyet
giro kosong itu.

Atas dasar perbuatan melawan hukum ini pihak .yang merasa dirugikan
dapat menuntut ganti kerugian sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penyelesaian
lewat péngadilan akan makan waktu yang lama karena menunggu sampai
keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap guna pelaksanaanya.
Sehingga dalam hal ini pihak yang dirugikan memerlukan kesabaran bagi pihak
yang dirugikan.

B. penyelesaian secara pidana

Upaya penyelesaian secara pidana dapat dilakukan apabila dalam
penerbitan surat bilyet giro ada suatu perbuatan tindak pidana. Perbuatan tindak
pidana dalam penerbitan bilyet giro itu berupa tindak pidana penipuan. Adapun
upaya penyelesaian yang seharusnya dilakukan, antara iain :
1. Dalam hal penipuan

Suatu perbuatan penerbitan bilyet giro dapat dikategorikan sebagai suatu
perbuatan penipuan, hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP, ketentuan pasal ini
menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau
keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun karangan
perkataan bohong membujuk orang-orang supaya memberikan sesuatu
barang, membuat hutang ‘atau menghapuskan hutang, dihukum karena
penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”. (R.
Soesilo, 1996:225).

Terhadap perbuatan menerbitkan bilyet giro dimana rekening penerbit
telah ditutup atau diblokir oleh pihak bank maka terhadap perbuatan ini dapat
dikenakan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.
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dikenakan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Adapun unsur-unsur perbuatan
penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, diantaranya : :
a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau
menghapuskan piutang.
b. Maksud membujuk itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang
lain dengan melawan hak.
¢. Membujuk itu dengan memakai -
(1) naina palsu atau keadaan palsu atau :
(2) akal cerdik atau tipu muslihat atau :
(3) karangan perkataan bohong (R. Soesilo, 1996:261).

Dari rumusan unsur-unsur perbuatan penipuan tersebut di atas maka
suatu perbuatan menerbitkan bilyet giro yang rekening penerbitnya telah ditutup
atau diblokir oleh pihak akibat perbuatan penerbit melakukan pelanggaran atau
atas permintaan penerbit sendiri dapat dikatakan suatu tindak pidana. Hal ini
dikarenakan perbuatan membujuk dari penerbit dengan menggunakan daya upaya
berupa perbuatan yang dapat menimbulkan kehendak atau niat pada jiwa
seseorang  (pemegang) untuk menyerahkan suatu barang atau piutang,.
Penggunaan daya upaya itu menimbulkan Jjiwa korban tergerak sedemikian rupa,
hingga korban percaya akan keBenaran bahwa bilyet giro akan mendapatkan
pembayaran. Karenanya korban melakukan penyerahan barang-barangnya kepada
pembujuk dalam hal ini korban terperdaya oleh perbuatan penerbit.

C. penyelesaian secara perdata dan pidana

~Terhadap upaya penyelesaian secara perdata maupun pidana yang
semestinya dilakukan adalah berupa penyelesaian secara administrasinya
dilakukan terlebih dahulu yang scianjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian
untuk dilakukan tindakan pengusutan dan penyelidikan. Penyelesaian secara
perdata lebih didahulukan untuk memperoleh pergantian kerugian oleh pihak yang
menerima kerugian. Setelah adanya suatu putusan yang tetap terhadap tuntutan
ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan penuntutan secara pidana berdasarkan
ketentuan KUHP yang berlaku.
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3.4.2 Upaya Penyelesaian Administrasi

Penyelesaian secara administrasi dilakukan oleh bank apabila nasabahnya
telah menerbitkan bilyet giro yang ternyata kosong. Sebagaimana dijelaskan di
muka bahwa yang dimaksudkan bilyet giro kosong adalah pemindahbukuan dana
pada bank, namun simpanan nasabah yang ada di bank tersebut tidak mencukupi
atau bahkan tidak ada sama sekali (kosong), untuk memenuhi amanat pada bilyet
giro yang bersangkutan. Sedangkan keadaan yang demikian itu sebenamya sudah
diketahui atau setidak-tidaknya sudah dapat diduga oleh si penerbit sendiri bahwa
dananya tidak ada atau kurang. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa
yang dilakukan (tindakan) penerbit untuk menerbitkan bilyet giro kosong memang
sudah disengaja. Qleh sebab itu keputusan Dewan Moneter No. 53 Tahun 1962
dalam sub 1 dinyatakan :

“Bank-bank dilarang untuk tetap mempertahankan sebagai relasi giro, setiap
orang atau badan yang terhitung mulai berlakunya keputusan ini menarik
cek atau bilyet giro untuk penarikan mana tidak cukup tersedia fondsnya,
satu dan lainnya menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Bank Indonesia”.

Maka berdasarkan ketentuan di atas tindakan yang seharusnya dilakukan

oleh pihak bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/146//UPG tanggal
14 Februari 1994 yang merupakan peraturan keputusan dewan moneter No. 53
Tahun 1962, yang kemudian dicabut dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)
No2/10/DASP tanggal 8 juli 2000 tentang Cek atau Bilyet Giro Kosong, yaitu
penolakan melakukan pembayaran atas pengajuan bilyet giro kosong dengan
alasan dana yang tersedia tidak mencukupi atau kosong. Penolakan tersebut harus
disertai surat keterangan penolakkan (SKP) yang antara lain memuat nama dan
alamat lengkap si penerbit yang bersangkutan. Selanjutnya bank wajib
melaporkan penolakkan termaksud dan menyampaikan suatu tembusan surat
penolakkan tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi. Untuk bank-bank
yang berada diwilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, penyampaian
kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi dilakukan melalui

penyelenggaraan kliring setempat.
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Terhadap seorang nasabah yang telah melakukan penarikkan bilvet giro
kosong ini akan dikenakan sanksi administrasi Sanksi administrasi yang
diberikan berupa :

a. Peringatan selama 3 kali.

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, apabila ada penarik yang
melakukan penarikan bilyet giro kosong tentunya akan dikenakan sanksi. Sanksi
yang dikenakan tersebut setelah adanya perbuatan penarik yang telah 3 (tiga) kali
secara berturut-tumt dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan melakukan
penarikan bilyet giro kosong maupun melakukan sekali panarikan bilyet giro
kosong senilai Rp 1.000.000.000.- pada suatu bank atau beberapa bank diberikan
surat peringatan. Baik itu untuk pertama kali, kedua maupun yang ketiga kalinya.
Apabila ternyata pihak bank sudah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali
tetapi masih juga belum bersedia dan tidak sanggup memperbaiki dirinya dalam
menggunakan bilyet giro, maka pihak bank akan memberikan sanksi terhadap
penarik pada peringatan yang ketiga yaitu dengan penutupan rekening.

b. Penutupan Rekening

Sanksi berupa penutupan rekening diberikan oleh bank apabila penerbit
telah terbukti yaitu tanpa menyediakan dana yang cukup telah menerbitkan suatu
bilyet giro. Hal ini mempunyai ak;bat yang sangat merugikan sekali bagi penerbit
itu sendiri karena yang bersangkutan diharuskan menutup rekeningnya setelah hal
itu diperingatkan lebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali.

Penutupan rekening ini setelah dilakukan, selanjutnya berlaku bilyet giro
yang dimiliki oleh orang itu (penerbit) akan ditarik semuanya oleh bank. Surat
penutupan rekening oleh bank yang bersangkutan akan dikirimkan sebagai
tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dan dilakukan melalui
penyelenggaraan kliring setempat apabila untuk daerah yang tidak memiliki
kantor Bank Indonesia yang mewilayahi. Dalam hal ini tertarik Juga memberikan
surat peringatan kepada instansi pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang
menarik bilyet giro kosong kepada bank setempat namun untuk instansi atau
lembaga pemerintah tersebut tertarik hanya bisa menutup rekening tanpa bisa
memasukkanya dalam daftar hitam. Apabila nasabah atau badan usaha swasta
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melakukan penarikkan bilyet giro kosong selama tiga kali berturut-turut dalam

enam bulan pada suatu bank atau pada beberapa bank maka bank akan

memutuskan hubungan rekeningnya dan memasukkan dalam daftar hitam.

c. Daftar Hitam

Sanksi administrasi berupa penutupan rekening nasabah karena telah
menerbitkan bilyet giro kosong selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 6 (enam)
bulan pada suatu bank atau beberapa bank mengakibatkan nasabah dimasukkan ke
daftar hitam oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan SE3I No. 2/10/DASP
tanggal 8 juni 200Q tentang cek dan bilyet giro kosong, dalam hubungan im yang
perlu diperhatikan oleh pihak bank adalah sebagai berikut :

1. Pencantuman nama nasabah kedalam daftar hitam karena penerbitan bilyet
giro kosong 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) kali
menerbitkan bilyet giro kosong diatas Rp 1.000.000.000,- didasarkan étas
jumlah lembar tanpa menunggu tembusan SPPR dari tertarik yang
bersangkutan.

2. Membekukan rekening penarik terhadap suatu upaya penarikan dengan
menggunakan bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, dengan
pamindahbukuan. Namun demikian rekening yang dimaksud dapat tetap
menerima aliran dana yang bersifat mengkreditkan rekening yang dibekukan
dimaksud.

3. Meminta pemilik rekening untuk segera mengmbalikan sisa blanko cek atau
bilyet giro yang belum digunakan untuk mencegah kemungkinan
penyalahgunaan.

Nama-nama pemilik rekening yang dapat dimasukkan dalam dafiar hitam
adalah: ;

1) Nama perorangan termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel atau warung

2) Nama perorangan yang bergelar akademik atau marga atau keagamaan

3) Nama nasabah yang berbentuk firma, CV, peseroan terbatas (PT), koperasi,
yayasan, perkumpulan, berikut nama penarik (penandatangan) cek atau bilyet
giro yang bersangkutan.

4) Seluruh nama nasabah yang membentuk rekening gabungan.
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5) Badan usaha milik negare, badan usaha milik daerah. dan badan-badan usaha
yang didirikan oleh instansi pemerintah atau lembaganegara seperti koperasi,
yayasan dan lain-lain. (SEBI No2/10/DASP/Tahun 2000),

Sanksi administrasi yang diajukan bank kepada nasabah yang menarik
bilyet giro kosong tersebut mempunyai tenggang waktu tertentu. berdasarkan
SEBI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2009 tenggang waktu yang diberikan
mengenai penutupan rekening dan dimasukkan dalam dafter hitam adalah 1 (satu)
tahun terh?tung sejak tanggal penerbitan bilyet giro. Apabila dalam batas waktu
tersebut nasabah masih menarik bilyet giro kosong lagi maka terhadap penarik
akan dimasukkan dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun terhitung mulai
tanggal 15 untuk bulan berikutnya diatambah dengan tenggang waktu anatra
mulai penarikan bilyet giro kosong sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini
berlaku juga apabila ia masih menerbitkan bilyet giro kosong pada waktu masih
dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya.

Pemilik rekening yang tercantum dalam daftar hitam akan hapus dengan
sendirinya setelah masa berlakunya daftar hitam berakhir dan pemilik rekening
yang dimaksud dapat diterima kembali scbagai nasabah bank. Setiap nasabah
yang telah ditutup rekeningnya masih diberi kesempatan untuk dapat membuka
kembali rekeningnya. Maka akan diberikan kesempatan bagi nasabah tersebut
untuk tetap mempergunakan alat pembayaran giral sebagaimana biasanya.

Hal ini dapat diperhatikan karena selama masa sanksi penutupan
rekening maka nasabah yang bersangkutan selalu mempergunakan uang tunai
untuk segala macam kebutuhannya dan juga transaksi yang dilakukannya. Dengan
demikian sedikit banyak akan mempersempit daya efektif dan efisiensi kerja bagi
nasabah tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Bank Indonesia yang diedarkan
kepada seluruh bank-bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta untuk
tidak menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam Bank
Indonesia. Hal ini ditempuh tidak lain hanya untuk kebaikan nasabah itu sendiri
agar tidak mengulangi perbuatan penarikan bilyet giro kosong.

Konsclfuensi dari adanya penarikan bilyet giro kosong tentunya
mempunyai akibat hukum dimana kepentingan penerima bilyet giro itu dapat
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mengajukan berupa penuntutan pemenuhan kewajiban oleh penarik untuk
memberikan kepastian apa yang dapat diberikan dari penarik dari kepada
penerima bilyet giro, agar uangnya dapat dipindahbukukan atau dengan cara lain
agar vangnya dapat dicairkan.

Ada dua hal yang biasanya dikerjakan oleh penarik bilyet giro kosong
untuk penggantiannya oleh penarik bilyet giro dengan langkah-langkah yang
ditempuh melalui alternatif :

a. Mengg;ntikan warkat bilyet giro kosong itu dengan menggunakan alat
pembayaran lain, misalnya cek. '

Maksud mengganti dengan warkat pembayaran lain dimana bilyet giro
kosong terjadi yaitu memberikan bentuk alat pembayaran lain dimana uang dapat
dicairkan misalnya dengan alat pembayaran cek. Dengan demikian akan
memberikan kepercayaan lagi bagi si penarik kepada penarik bilyet giro. Alat
pengganti pembayaran bilyet giro kosong itu tentunya akan disenangi oleh pihak
penerima karena dapat langsung dicairkan pada saat itu. Pada saat yang demikian
ini akan memberikan dorongan kepada penarik untuk segera menambah
rekeningnya sehingga tidak terulangi penarikkan bilyet giro kosong.

b. Membayar kepada penerima dengan uang tunai.

Sedangkan bentuk yang~ sangat digemari oleh penerima bilamana
penggantian bilyet giro kosong itu diganti langsung dengan uang tunai oleh
penarik, dengan demikian penerima dapat langsung mencrima uang tersebut. Hal
ini dilakukan oleh penarik untuk menjaga kesinambungan hubungan yang baik
antara penerbit dengan penerima. Hal lain yang dapat diperoleh dengan adanya
kegiatan ini tentunya kegiatan perdagangan akan semakin lancar. Pada akhirnya
proses tuntutan dari pihak si penerima akan dapat kembali baik lagi, kepercayaan
antar nasabah akan terjalin dengan baik dan kepercayaan kepada bank sebagai

N TagNan,

mediator perederan.uang akan semakin terpercaya.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro
Bilyet giro sebelum dapat dipindahbukukan haruslah memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut, diantaranya:
a. Adanya rekening giro di bank
b. Adanya simpanan tanda tangan di bank
c. Jangka waktu pelaksanaan bilyet giro
Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong dalam perjanjian jual
beli kayu yaitu kewajiban bagi pembeli selaku debitur yang wanprestasi untuk
melaksanakan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Sedangkan
bagi debitur yang telah menerbitkan bilyet giro kosong yang rekeningnya telah
ditutup atau diblokir maka akibat hukumnya yaitu kewajiban bagi pembeli
selaku debitur yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan untuk
kemudian melaksanakan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti kerugian
dan juga ditambah dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
Bilyet giro sebagai sarana pembayaran giral,dalam praktek pengunaannya
mempunyai kendala-kendala atau hambatan-hambatan, diantaranya:
a. 1tikat tidak baik dari penerbit.
b. tidak dapat diendossemen atau dipindahtangankan
Upaya penyelesaian yang dapat dilakuakan bilamana diketahui adanya
penyimpangan dalam penggunaan bilyet giro dapat dilakukan melalui
penyelesaian secara perdata, pidana dan secara administrasi. Penyelesaian
secara perdata dapat dilakukan apabila penerbit melakukan wanpretasi dan
dikenakan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata. Sedangkan ketentuan Pasal 378
KUHP dapat dikenakan terhadap mereka yang tetap menerbitkan bilyet giro
kosong yang rekeningnya telah diblokir atau ditutup.

Penyelesaian secara administrasi dilakukan oleh pihak Bank Indonesia
vaitu dimasukan dalam daftar hitam selama satu tahun terhadap mereka yang
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telah menerbitkan bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam enam bulan
atau menerbitkan bilyet giro kosong satu kali sejumlah Rp 1.000.000.000.-
(satu miliar rupiah) keatas.

4.2 Saran

1.

Agar pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan pembayaran berupa bilyet
giro dapat dilaksanakan dengan baik, maka pihak yang terikat perjanjian
hendaknya saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai
dengan kesepakatan dan isi perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna bilyet giro maka hendaknya
perihal bilyet giro diatur dalam suatu Undang-undang khusus dan bagi
penerbit bilyet giro kosong harus ditindak tegas agar tidak ada lagi
penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan pemegang atau kreditur.
Terhadap kreditur yang akan menerima bilyet giro dari debitur seharusnya
ada suatu kepastian mengenai kepercayaan yang tertanam dalam diri kreditur
karena hal ini berkaitan dengan itikad seseorang dalam pelaksanaan jual beli.
Dalam ketentuan SEBI No. 2/10/DASP/Tahun 2000 tentang bilyet giro perlu
adanya ketentuan yang secara nyata mengenai tindak pidana penipuan seperti
halnya penunjukan pada Pasal 378 KUHP dan penunjukan pada Pasal 1365
KUHPerdata sehingga sanksi dalam ketentuan bilyet giro tidak hanya berupa
sanksi administrasi saja tetapi Juga mengatur mengenai sanksi perdata dan
sanksi pidana. Selain itu, Perlu adanya peningkatan pengawasan dan
efektifitas oleh pihak bank dalam penertiban  administrasinya  untuk
menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad buruk.
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